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ABSTRAK 
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK 
DI   BIDANG PENDIDIKAN (STUDY KASUS: KEBIJAKAN LUAR 
NEGERI BEASISWA DI CHIBA UNIVERSITY) 
Oleh: 
TENGKU YULMIDA 
NIM. 11575201535 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis  Kebijakan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: 
Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University). Dan untuk mengetahui 
kendala dalam Mengimplementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 
di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba 
University).  
Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi 
Kebijakan oleh George Edward III. Adapun metode analisa data yang penulis 
gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan analisis 
Deskriptif.  
Adapun hasil yang dapat penulis sampaikan Dalam penelitian Analisis  
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study 
Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University) dapat dinyatakan 
bahwa Implementasi kebijakan yang dilkaukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak 
sudah terlaksana, namun ada faktor-faktor eksternal terikat  yang menyebabkan 
kebijakan ini kurang berjalan baik.  
 
 
Kata kunci:  Implementasi, Kerjasama Luar Negeri, Pendidikan, Pemerintah 
Daerah 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di lingkungan nasional, 
regional maupun global telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam 
pelaksanaan hubungan antar negara. Sesuai dengan firman Allah Swt didalam 
ayat al-Qur’an yang berbunyi: 
                       
         
‘’Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan 
bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya  pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui’’. 
(Q.S Ar-Ruum: 22)  
 
Ayat diatas menjelaskan bahwasanya  meskipun terdapat perbedaan dari 
masing-masing negara tidak menjadi penghalang untuk saling mengenal dalam 
rangka mencari pengetahuan dan meningkatkan kemampuan. Dan Allah swt juga 
saling menyeru hambanyanya untuk saling mengenal dan  bekerjasama dalam 
kebaikan.  
Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi saling 
ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta 
suatu dunia tanpa batas (Borderless World) yang seolah-olah telah membentuk 
suatu global village bagi masyarakat dunia. Sejalan dengan proses globalisasi 
tersebut, para pelaku hubungan internasional juga meluas, tidak hanya mengikuti 
negara (State actors) saja, namun telah meluas pada aktor-aktor selain negara  
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(non-state actor) seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional 
(MNCs), media, Pemerintah  daerah, kelompok-kelompok minoritas, bahkan 
individu. Beragamnya aktor yang terlibat dalam hubungan dan kerjasama luar 
negeri disamping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks 
tetapi juga membuka peluang bagi pemantapan diplomasi Indonesia (Kementerian 
Luar Negeri Indonesia , Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh 
Pemerintah Daerah Revisi, 2006: 5).  
Dijadikannya pemerintah daerah sebagai salah satu aktor dalam Hubungan  
Luar Negeri sebagaimana diakui dalam Undang-undang No.37 Tahun 1999 
tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 
Internasional  sehingga  Semakin menjadikan pemerintah daerah untuk dapat 
terlihat dan terlibat langsung dalam memainkan perannya sebagai pelayan publik 
serta aktor internasional yang baru.  
Salah satu bentuk pelayanan publik yang dapat dilakukan oleh pemerintah 
daerah di era persaingan globalisasi ini adalah perbaikan dan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, dengan  meningkatkan mutu pendidikan. Peran pendidikan 
dalam memperbaiki sistem pelayanan publik dan peningkatan mutu sumber daya 
manusia diyakini sangat berbanding lurus dengan yang diharapkan masyarakat, 
hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukan persentase efek 
langsung dari pendidikan dan pelatihan serta motivasi kerja pegawai terhadap 
kualitas pelayanan publik, sebesar 52% (Muh Askal Basir 85:2016). 
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Selain itu, terdapat juga isi kandungan ayat Al-qur’an yang juga 
menyinggung hal yang sama, Sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi: 
                                
                               
                
‘’Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum 
kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka’’ (Q.S Ar-Rad 
[13]:11).  
 
Hal itu dipandang positif oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang 
melihat dan  menginginkan perubahan  kualitas Sumber daya manusia yang lebih 
baik dengan membuat kebijakan kerjasama luar negeri dibidang pendidikan.  
Melalui  sebuah kebijakan yang disampaikan langsung oleh salah seorang 
cendikiawan muda Siak kepada  Bupati Siak Drs. H. Syamsuar di era 
kepemimpinannya  melalui pemberian beasiswa pendidikan  secara penuh tanpa 
menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), atau Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD).  
Melakukan hubungan kerjasama luar negeri bukanlah suatu hal yang 
mudah, terlebih lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Adapun negara 
yang diajak sebagai partner kerjasama luar negeri oleh Kabupaten Siak salah 
satunya adalah Jepang, Universitas yang dipilih adalah Chiba University, yang 
mana merupakan salah satu Universitas terbaik di Jepang khususnya dalam bidang 
Centre for Enviromental Remote Sensing. Berdasarkan surat undangan yang 
dikirimkan langsung oleh Prof. Hiroaki Kuze selaku General Chairman IJJSS 
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2016 Vice Director, Centre For Enviromental Remote Sensing.  Alasan lain 
kenapa hanya satu Universitas saja yang diajak untuk menjalin kerjasama adalah 
karena sebelumnya terdapat alumnus dari Chiba University yang juga merupakan 
putra daerah berprestasi yang berasal dari Siak.  
Berdasarkan surat undangan yang dikirimkan langsung oleh Prof Hiroaki 
Kuze selaku General Chairman IJJSS 2016 Vice Director Remote Sensing Chiba 
University pada tanggal 23 September 2016, yang berisi ajakan kepada Siak untuk 
menghadiri penandatanganan kerjasama dalam bentuk MoU (Memorandum of 
Understanding), yang berlangsung pada momen Simposium Intrenasional 
Bilateral Antara Jepang-Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama (The 
Indonesian-Japan Joint Scientifict Symposium (IJJSS) 2016 yang diselenggarakan 
di Keyaki Keikan (gedung konvensi) Universitas Chiba Jepang, sekaligus menjadi 
payung hukum bagi kedua belah pihak negara yang berkepentingan, karena sesuai 
dengan isi perjanjian yang terlampir di dalam surat MoU (Memorandum of 
Understanding) tersebut sudah disebutkan dengan jelas bahwa MoU 
(Memorandum of Understanding) tersebut dibuat dalam tiga (3) bahasa, yakni 
Indonesia, Inggris, dan Jepang, dan apabila terjadi perbedaan penafsiran dari salah 
satu pihak maka MoU (Memorandum of Understanding) yang bertulisan bahasa 
Inggris lah yang  menjadi rujukan bersama.  
Tepatnya  pada tanggal 20-24 November 2016 menjadi langkah awal 
bermulanya kerjasama ini, tepatnya pada tanggal 21 November 2016 
dilakukannya pula penandatanganan dalam pembahasan pemberian beasiswa 
tersebut. Adapun  dasar dari isi MoU (Memorandum of Understanding) adalah 
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penjalinan  kerjasama ini sejalan dengan Visi Kabupaten Siak tahun 2016-2021 
yakni, ‘’Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam 
Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu serta 
Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera.’’ 
Selain itu juga telah ditetapkan misi yang selaras dengan prioritas Nawa Cita 
pemerintah dan agenda pembangunan dunia Suistanable Development Goals 
(SDGs), diaantaranya meningkatkan kualitas hidup manusia; mewujudkan 
kedaulatan pangan; mejamin ketersediaan akses air bersih; serta mewujudkan 
pembangunan yang berwawasan lingkungan.  
Kerjasama dibidang pendidikan  progresnya sangat baik, karena ini bisa 
menjadi investasi jangka panjang pemerintah setempat dalam upaya 
meningkatkan kualitas sumber daya masyarakatnya, dan juga sekaligus menjadi 
sebuah langkah besar dalam rangka ekspansi kekuasaan hingga kemancanegara. 
Melalui kerjasama ini pula terlihat antusiasme masyarakat Kabupaten Siak dengan 
semangat daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejalan dan 
berbanding lurus dengan adanya penyebaran dan sosialisasi tentang pemberian  
beasiswa kuliah diluar negeri oleh pemerintah setempat yang ditandai dengan 
adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Siak Nomor: 
893.2/BKPSDM/2017/449 Perihal Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas 
Chiba Jepang yang disampaikan keseluruh Unit-unit OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) yang disampaikan langsung kesetiap Kepala Dinas masing-masing OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah), melalui media-media elektronik, dan media cetak 
resmi milik daerah.  
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Selama masa pendaftaran dan penjaringan, terkumpulah 37 (tiga puluh 
tujuh) orang peserta yang mendaftarkan dirinya, yang mana peserta  terbagi atas 
dua kategori, yang pertama untuk program  Magister (S2) sebanyak 34 (tiga puluh 
empat) orang, dan program Doktoral (S3) sebanyak 3 (tiga) orang yang berhasil 
diterima berkas pendaftarannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh 
panitia pelaksana dan melengkapi berkas seleksi administrasi berdasarkan 
ketentuan pendaftaran. Bagi calon-calon mahasiswa tingkat pasca sarjana yang 
akan dikirimkan ke Jepang, sedang menjalani program intensif pelatihan dan 
pemantapan bahasa inggris, yang diikuti oleh PNS dan masyarakat umum yang 
terpilih berdasarkan hasil seleksi ke pusat pemantapan bahasa Inggris di 
Universitas Islam Riau, yang mana Program berlangsung selama 3 minggu sejak 
tanggal 11 Maret hingga 25 Maret 2017). Dalam mengikuti penyeleksian, terdapat 
dua proses yang akan dilalui oleh peserta yang mengikuti program ini, yang 
pertama tahap penyeleksian dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, 
Adapun standar kelulusan yang menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan 
kebijakan ini adalah hasil dari proposal riset yang dibuat oleh peserta dan diakhir 
program akan diadakan tes TOEFL untuk mengetahui skor yang didapat oleh 
peserta dengan mengikuti program intensif pemantapan bahasa inggris, dengan 
kerjasama dengan Universitas Islam Riau, pada tanggal 11 Maret-25 Maret 2017. 
Selama mengikuti program beasiswa ini, peserta tidak hanya mengikuti tes tertulis 
dan wawancara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak saja, 
namun di Jepang pun peserta tetap akan diwajibkan untuk mengikuti tes tertulis 
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dan wawancara lagi, sampai mereka benar-benar bisa diakui sebagai mahasiswa 
resmi Chiba University.  
Diharapkan bulan Oktober 2017, masyarakat Siak sudah ada yang berangkat 
kuliah ke Jepang dan untuk seluruh biaya kuliah akan ditanggung oleh pemerintah 
Jepang. Jumlah peserta yang berhasil lulus untuk diberangkatkan ke Jepang 
adalah sebanyak 6 (enam) orang, 5 (lima) orang untuk program Magister (S2), dan 
1 (satu) orang untuk program Doktoral (S3) (Lembar Pengumuman Hasil Seleksi 
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Chiba Jepang 
No:422.1/Pengumuman/BKPSDM/2017/490).  
Meskipun demikian, yang benar-benar mendapatkan LoA (Latter of 
Acceptance) dari pihak Chiba University hanyalah 1 (satu)  orang yakni untuk 
program Studi Perawat Dewasa, namun tidak bisa diberangkatkan karena masalah 
pembiayaan. Saat ini sudah ada satu (1) orang masayarakat Siak yang berada di 
Jepang, yang sedang menjalani Research Student  di Chiba University. Jika dilihat 
secara umum, implementasi kebijakan ini bisa dikatakan sudah berjalan, namun 
untuk bisa dikatakan sebagai suatu keberhasilan dari implementasi ini juga belum 
bisa dikatakan demikian, penulis melihat ada beberapa fenomena terkait kebijakan 
ini juga belum bisa dikatakan demikian, penulis melihat ada beberapa fenomena 
terkait kebijakan ini, antara lain, dari tiga puluh tujuh (37) peserta yang mendaftar 
yang lulus seleksi hanya enam (6) orang, bahkan itu bisa dikatakan sangat jauh 
dari sejengah jumlah peserta yang mendaftar, kedua,  bagaimana untuk masalah 
pembiayaanyya, mengingat kebijakan ini tidak menggunakan APBD (Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah)  maupun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja 
 
 
 
 
8 
Negara), ketiga, Kenapa Siak berani untuk mengambil langkah kerjasama luar 
negeri ini, apa sebenarnya yang ingin di capai oleh pemerintah Siak dan apa 
keuntungan yang telah diperoleh Siak dari melakukakan kerjasama ini.  
Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti kerjasama ini 
secara tertintegrasi, terpadu dan menyeluruh baik dari segi peranan pemerintahnya 
maupun masyarakatnya yang trelibat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk 
meneliti tentang ‘’Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di 
Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba 
University).  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang  masalah diatas  dapat dirumuskan perumusan 
masalah yaitu: 
a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 
di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di 
Chiba University) 
b. Apa saja faktor-faktor  penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Siak Di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan 
Luar Negeri Beasiswa di Chiba University) 
1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 
di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasisiswa di 
Chiba University).  
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b. Mengetahui hambatan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar 
Negeri Beasisiswa di Chiba University).  
1.4 Manfaat Penelitian 
  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Manfaat teoritis 
Untuk mengembangkan teori-teori yang terkait dengan ilmu 
administrasi tentang administrasi dan organisasi-organisasi internasional 
yang diperoleh oleh penulis menghubungkannya dengan keyakinan 
praktek dilapangan dan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan 
yang bermanfaat bagi yang akan datang sehingga hasil penelitian ini 
dijadikan perbandingan dan pedoman. 
b. Manfaat Praktis 
Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang 
akan mengkaji secara lebih mendalam tentang hubungan kerjasama luar 
negeri yang diadakan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat 
menjadi masukan untuk pemimpin pemerintahan dalam memainkan 
perannya dalam membangun suatu daerah.    
Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran, bahkan 
masukan serta menambah daftar pustaka perpustakaan 
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1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika laporan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi 
gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan penulis secara 
sistematis susunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I :    PENDAHULUAN 
  Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematikan 
penulisan.  
BAB II :   LANDASAN TEORI 
  Bab ini merupakan bab yang berisi tentang beberapa teori yang 
melandasi penulisan ink, teori-teori kebijakan publik, faktor yang 
mempengaruhi Implementasi Kebijakan, Kerjasama Luar Negeri, 
Pemerintah Daerah, Pendidikan, Beasiswa, Definisi Konsep, 
Kerangka Pemikir, dan Konsep Operasional. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
  Bab ini digunakan untuk menguraikan jenis penelitian,  lokasi dan 
waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
informasi peneliti, dan  diakhiri dengan metode analisa data.  
BAB IV :   GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
  Bab ini berisikan sejarah singkat Kabupeten Siak, Visi Misi, sejarah 
Singkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Siak  
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BAB V :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini merupakan sub yang berisikan tentang hasil penelitian 
dilapangan yaitu mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Siak Di Biang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar 
Negri Beasiswa Di Chiba University), mengetahui hambatan dan 
upaya pengimplementasian kebijakan kerjasama luar negeri.  
BAB VI :  PENUTUP 
  Pada bab ini menerangkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 
dan pembahasan, serta saran yang terkait dengan masalah temuan.   
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Kebijakan 
Versi formal yang dibuat oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), yang 
dikutip Solichin Abdul Wahab telah memberikan makna kebijakan sebagai 
berikut: Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat 
sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas dan sempit, kabur dan 
jelas, longgar dan terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. 
Kebijakan dalam maknanya seperti berupa suatu deklarasi mengenai suatu 
dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai 
aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (Wahab, 2012:9).  
Menurut pendapat (Anderson dalam Wahab, 2012:8 ) Kebijakan ialah 
suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau 
sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang 
dihadapi. Kemudian pendapat tersebut ditegaskan oleh (Rose dalam Hamdi, 
2014:36) yang mengartikan kebijakan (Policy) lebih sebagai suatu rangkaian 
panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang 
berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan.  
Pendapat lainnya dikemukakan oleh (Friedrich dalam Hamdi, 2014: 36) 
yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai 
perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang 
berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi  atau dimanfaatkan melalui 
kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai tujuan atau mewujudkan suatu 
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maksud.  Selain itu terdapat juga pendapat lain yang dikemukakan oleh 
(Anderson dalam Hamdi 2014:36)  yang mengartikan kebijakan sebagai suatu 
rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor 
berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. 
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 
kebijakan ialah segala bentuk petunjuk, pedoman, aturan dan arahan yang sifatnya 
mengikat yang dibuat oleh aktor pembuat kebijakan  melalui tahap pertimbangan 
dan penetapan kesepakatan mengenai aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 
pemerintahan atau publik dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. 
Seperti kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan 
(Study kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University) menjadi 
sebuah kebijakan terkait dengan program Peningkatan Kualitas Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Siak dalam menghadapi arus globalisasi. Sesuai dengan  
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berpijak pada 
undang-undang tersebut pemerintah Daerah kabupaten Siak memberanikan 
langkahnya untuk melakukan sebuah gebrakan besar dengan melakukan kebijakan 
kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, dalam hal pengembangan sumber 
daya manusia, penelitian, konsultasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Dan ini merupakan salah satu langkah besar dari Pemerintah setempat 
untuk memainkan perannya sebagai salah satu aktor internasional yang baru, 
sekaligus melibatkan masyarakat Kabupaten Siak untuk lebih berani lagi untuk 
berkompetisi ditingkat internasional.  
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2. 1.1 Kebijakan Publik 
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 
oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 
dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan 
(kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam 
mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2008:7) 
Kebijakan publik menurut (Sulaiman, 1988:5) adalah sebagai kebijakan 
negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau 
lembaga dan pejabat pemerintah.  
Sedangkan menurut (Dunn, 2003:132) mengatakan kebijakan publik 
adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang 
saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang 
dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.  
Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang 
ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah 
atau suatu persoalan (Winarno, 2002:16).  Selain itu dalam praktiknya kebijakan 
publik baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Widodo, 
2001:190) : 
a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu 
b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah 
c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan 
bukan apa yang bermaksud akan dilakukan 
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d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah 
mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat 
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu) 
e. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).  
Kebijakan publik adalah kebijakan yang oleh lembaga-lembaga 
pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-
baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk kebijakan 
yang lain. Seperti kebijakan yang dikeluarkan pihak swasta dan lainnya 
(Winarno, 2007:19).  Untuk memudahkan pemahaman kebijakan publik, dapat 
ditinjau dari 5 karakteristik kebijakan publik, yaitu: 
a. Memiliki tujuan yang disepakati untuk dicapai atau tujuan yang dipahami; 
b. Melibatkan keputusan beserta konsekuensinya; 
c. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu; 
d. Pada hakikatnya adalah politik; 
e. Bersifat dinamis.  
Menurut (Nugroho, 2011:143), ada dua karakteristik dari kebijakan 
publik, yaitu: 
a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 
maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional 
b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena 
ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencpaaian cita-cita sudah 
ditempuh.  
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Sementara menurut Young dan Quinn (dalam Suharno 2008:44) 
membahas beberapa konsep kunci yang ada dalam kebijakan publik: 
a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik atau tindakan 
yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang 
memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya 
b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 
publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 
berkembang dimasyarakat 
c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 
biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari 
beberapa pilihan tindakan srtategi yang dibuat untuk mencapai tujuan 
tertentu demi kepentingan orang banyak 
d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, 
kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 
memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga 
dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat 
dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak 
memerlukan tindakan tertentu.  
Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap 
langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan.  Berdasarkan 
pendapat diatas dapat penulis tarik sesimpulan bahwa kebijakan publik adalah 
serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh perorangan/ kelompok 
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bersifat kolektif dan kompleks yang diajukan kepada pemerintah yang memiliki 
tujuan dan memiliki orientasi yang jelas.  
2.1.2  Tujuan Kebijakan 
Kebijakan merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat 
mengarahkan dan menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Ada beberapa 
tujuan dari kebijakan publik, yakni mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi 
masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakat.  
a. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, kelompok, atau masyarakat 
yang tidak dapat mereka penuhi secara individual melainkan harus 
melakukan tindakan kolektif; 
b. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi 
kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh 
faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural; 
c. Meningkatkan situasi lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi 
upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan 
masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat manusia; 
d. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber 
kemasyarakatan demi tercapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial 
(Suharto, 2005:62).  
2.1.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik 
Tahap-tahap Kebijakan Publik oleh (Winarno, 2007:32) adalah sebagai 
berikut: 
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a. Tahap penyusunan agenda 
Pada tahap ini pejabat yang dipilih dan diangkat menetapkan atau 
mengumpulkan masalah-masalah publik pada agenda publik.  
b. Tahap  formulasi kebijakan 
Pada tahap ini masalah yang telah dimasukkan keagenda kebijakan 
kemudia dibahas oleh para pembuat keputusan dan diberikan beberapa 
alternatif penyelesaian.  
a) Tahap dopsi kebijakan 
Pada tahap ini banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh 
perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan 
tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, 
konsensus, antara direktur lemabag atau keputusan pengadilan. 
b) Tahap impementasi kebijakan 
 Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika 
program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan 
program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan 
masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-
badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. 
c) Tahap evaluasi kebijakan 
Pada tahap ini kebaijakan yang telah dijalankan akan dinilai 
atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat 
telah mampu memecahkan masalah.  
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2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik 
Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh 
badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaa -pekerjaan 
pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. 
Namun, dalam praktik badan-badan pemerintahnya sering menghadapi 
pekerjaan-pekerjaan diabwah mandat dari undang-undang untuk membuat 
diskresi, untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang 
seharusnya tidak dilakukan.  Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering 
diianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas 
yang telah ditetapkan bedasarkan undang-undnag yang menjadi kesepakatan 
bersama diantara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau 
privat), prosedur, dan teknis secara sinergitas yang digerakkan untuk  
berkerjasama guna merepakan kebijakan tertentu yang dikehendaki.  
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi kebijakan pada 
prinsipnya adalah cara gar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan nya. Dalam 
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yaitu langsung 
mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan 
derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik 
penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 
2006:494).  
Van Meter dan Horn dalam (Agustino, 2014:139), menyatakan bahwa: 
implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 
 
 
 
 
20 
individu/individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 
dalam keputusan kebijakan. Definisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 
dalam (Agustino 2012:8) mendefinisikan kebijakan sebagai: 
Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 
eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan. Lazimnya keputusan 
tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara 
tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk 
menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.  
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, dimana peran penting 
dari seorang pemangku jabatan dalam melakukan tindakan secara cepat, tepat dan 
terukur serta mempunyai tujuan yang jelas terhadap arah kebijakan tersebut.  
A. Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Menurut      
Model Implementasi Kebijakan Edward III 
Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak 
variabel atau faktor, dan masing-masing variable tersebut berhubungan satu sama 
lain. Menurut George Edward III dalam (Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan 
bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat Variabel, yaitu: 
a. Komunikasi 
Yaitu Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor 
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 
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kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan 
mengurangi distorsi implementasi.  
b. Sumberdaya 
Meskipun  isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 
tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka 
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud, 
sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial, 
sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif .  
c. Disposisi/ Sikap Pelaksana 
Disposisi adalah karakteristik atau watak yang dimiliki implementor, 
seperti komitmen, kejujuran, ketaatan pada aturan, sifat demoktatis. Apabila 
Implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan 
kebijakan dengan baik seperti yang  diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 
implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 
kebijakan juga tidak menjadi efektif.  
d. Struktur Birokrasi 
Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaryh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari 
struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. 
Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan 
dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, 
yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.  
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Menurut pandangan Edward III (dalam Winarno, 2008: 181) sumber- 
sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang 
baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang 
diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas guna melaksanakan peleyanan-
pelayanan publik.  
Struktur birokrasi menurut Edward III (dalam Winarno, 2008: 203) 
terdapat dua karakter utama, yakni Standard Operatimg Procedures (SOP) dan 
fragmentasi: 
SOP atau proseur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai 
tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para 
pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-
organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari 
tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-
kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat 
kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.  
Birokrasi merupakan salah satu institusi paling sering bahkan secara 
keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan kebijakan. Implementasi kebijakan yang 
bersifat kompleks harus dijalankan secara kondusif agar pelaksanaan kebijakan 
dapat berjalan efektif.  
Berdasarkan penjelasan diatas, maka memahami struktur birokrasi 
merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. 
Yang menjadi karakteristik disini adalah: 
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a) Standard operating prosedur (SOP) 
 Standard operating prosedur merupakan tuntutan intrenal akan 
kepastian waktu dari sumber daya dalam organisasi. Ini adalah dilihat dari 
struktural yang paling dasar dari organisasi adalah prosedur-prosedur kerja. 
Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang 
tersedis dengan baik dan implementasi dapat berjalan dengan baik.  
b) Fragmentasi atau tanggung jawab 
Sifat kedua dari struktur yang berpengaruh dalam pelaksanaan 
kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu 
kebijakan sering dijadikan sebagai usaha-usaha yang memungkinkan 
mereka mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dengan telah direncanakan 
demi keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan.  
2.1.5   Konsep Implementasi 
Dalam Wahab, SA, kamus webster, merumuskan secara pendek bahwa 
implement  (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carriying 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect 
(menimbulkan dampak terhadap sesuatu); kalau pandangan ini kita ikuti maka 
implementasi kebijakan atauupun kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-
undang, peraturan-pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit 
presiden).  
Sebagai pangkal tolak pikir, kita harus tau bahwa implementasi yang 
dilakukan merupakan program pemerintah dalam mengatasi masalah yang 
dihadapi dilingkungannya. Pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan 
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yang berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pemberi 
pelayanan kepada masyarakat.  
Dilihat dari sudut pandang pusat, maka fokus analisis implementasi 
kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat 
atasan atau lembaga-lembaga ditingkat  yang lebih rendah/daerah dalam upaya 
mereka memberikan pelayanan untuk masyarakat/kelompok sasaran dari 
penegakkan aturan program bersangkutan. (Wahab 2004:63). 
Dalam era globalisasi dimana dunia dihadapkan pula pada ketidakpastian, 
informasi teknologi yang semakin canggih, masyarakat yang semakin menuntut 
dan persaingan semakin ketat, maka birokrasi yang semakin ini tidak dapat 
bekerja. Untuk mengantisipasinya birokrasi perlu melakukan perubahan-
perubahan terutama kultur organisasi. 
2.1.6   Landasan Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang 
dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannnya. Bagi mereka yang 
melihat kebijakan publik dari perspektif policy cicle (siklus kebijakan), 
implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi, 
tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan 
terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan 
tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan. 
 Realita menunjukan, implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan 
sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Jadi, ia bukan 
sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran politik ke dalam 
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prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari 
itu. Studi implementasi, mau tak mau, akan memasuki ranah permsalahan konflik, 
keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, 
berapa banyak dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu, tidak terlalu salah jika 
dikatakan implmentasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari sekeluruhan 
proses kebijakan bahkan pakar kebijakan asal Afrika, Udoji dalam (Wahab, 
2014: 126), dengan tegas pernah mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan 
adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada 
pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana 
bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.  
Sayangnya, dalam khazanah pengetahuan yang kini kita kenal dengan 
sebutan studi atau analisis kebijakan publik, harus diakui bahwa hanya baru pada 
dasawarsa terakir ini saja para ilmuwan sosial, khsusnya para ahli ilmu politik, 
menaruh perhatian yang besar terhadap masalah proses implementasi kebijakan 
atau menerimanya sebagai bagian integral dari studi proses perumusan kebijakan 
(public policy formulation). Pada umunya, studi atau penelitian yang telah 
dilakukan oleh para ahli beberapa waktu yang lalu, telah cenderung untuk 
memperhatikan pada masalah keputusan (decision) daripada masalah kebijakan 
itu sendiri, sehingga perhatian para ahli lebih tertuju pada masalah the moment of 
choice. Yang menjadi fokus mereka ialah saat-saat ditentukannya pemilihan 
alternatif atau saat-saat dimana lazimnya suatu keputusan diambil, atau  suatu 
strategi kebijakan tertentu dibuat/dirumuskan. Dengan perkataan lain, para ahli 
pada masa itu terlalu asyik dengan persoalan-persoalan perumusan kebijakan dan 
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agak membiarkan maasalah-masalah praktis dan rinci mengenai implementasi 
kebaijakan itu menjadi urusan para administrator sendiri untuk memikirkannya 
Gunn dalam (Wahab, 2014: 127). 
Akibatnya, sedikit sekali perhatian yang diberikan oleh para ahli ilmu 
politik terhadap persoalan-persoalan implementasi kebijakan tersebut. Masalah 
yang bertalian dengan implementasi kebijakan ini, yang lama terlantar, kemudian 
lebih menjadi perhatia  dari berbagai kelompok ahli lain, semisal ahli administrasi 
publik/administrasi negara (public administration) atau ahli-ahli manajemen 
publik (public management). Tidak heran jika selama puluhan tahun dalam studi 
kebijakan publik, terdapat semacam mata rantai yang hilang (missing-link) antara 
tahap perumusan kebijakan dengan tahap evaluasi akhir (outcomes) kebijakan 
publik Hargrove dalam (Wahab, 2014:127).  
Proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan 
antara apa yang diharapkan atau direncanakan oleh Policy Maker dengan apa yang 
senyatanya dicapai, sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan. 
Meskipun implementasi kebijakan itu penting, tetapi baru beberapa waktu terakhir 
saja para ilmuwan sosial menaruh perhatian terhadap masalah implementasi 
dalam proses kebijakan. Salah satu akibat kurang adanya perhatian pada 
implementasi kebijakan adalah adanya semacam ‘’mata rantai yang hilang’’ 
antara tahap perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu sering 
dikatakan bahwa kebanyakan pemerintah di dunia ini baru mampu untuk 
mensahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa 
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kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau 
perubahan yang diinginkan (Wahab, 2014:126-127). 
Pada prinsipnya implementasi kebijakan itu adalah cara atau langkah yang 
dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, oleh Mazmanian dan 
Sabatier dalam (Sirajuddin, 4:2014) disebut sebagai upaya melaksanakan 
keputusan. Mengimplementasikan suatu kebijakan publik dapat dilakukan dengan 
dua pilihan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-
program dan diimplementasikan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan 
dari suatu kebijakan publik. Sementara itu, beberapa ahli memperkenalkan model 
implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Model diperkenalkan Donald Van Meter 
dengan Donald Van Horn (1975), (2) Model yang diperkenalkan Daniel 
Mazmamian dan Paul A. Sabatier (1983), (3) Model Brian W Hoogwood dan 
Lewis A. Gunn (1978), (4) Model Grindle (1980), (5) Model yang disusun oleh 
Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O’porter 
(1981), (6) Model George C Edward III (1980).  
Setelah memahami enam model implementasi kebijakan diatas, pertanyaan 
yang menyertainya adalah model mana yang terbaik untuk digunakan? Diakui 
Nugroho dalam (Sirajuddin, 4:2014) tidak ada model yang terbaik. Melainkan 
setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang 
berlainan. Dengan demikian, untuk memilih model yang terbaik seharusnya 
memperimbangkan prinsip ‘’empat tepat’’. Tepat pertama, menyangkut jawaban 
terhadap pertanyaan berikut: 1) apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. 
Ketepatan ini dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan 
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hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dicapai,  2)apakah 
kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang 
hendak dipecahkan, 3) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai 
kewenangan misi (kelembagaan) yang sesuai dengan kkebijakannya. Tepat kedua, 
adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, 
yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau 
implementasi kebijakan yang diswastakan (Privatization atau Contracting out). 
Tepat ketiga, adalah tepat target. Ketepatan target ini berkenaan dengan 3 hal 
yaitu: 1) apakah targer yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, 
apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan 
dengan intervensi kebijan lain, 2) apakah targernya dalam kondisi siap untuk 
diintervensi, ataukah tidak, dan 3) apakah intervensi implementasi kebijakan 
bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Tepat 
keempat, adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, 
yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal.  
Selain itu terdapat juga terkait dengan gagalnya implementasi kebijakan, 
seperti yang dikemukan oleh McConnel dalam (Michael Howlett, 2012:542) 
mendefinisikan bahwa suatu kebijakan dikatakan gagal itu ketika tidak mencapai 
tujuan dan komponen yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan tidak lagi 
menerima dukungan dari mereka (penerima kebijakan).  
Dalam kenyataannya kebijakan publik itu mengandung resiko untuk 
mengalami kegagalan Hoogwood dan Gunn dalam (Wahab, 2014:128- 129). 
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:85-87) menyebutkan faktor-faktor 
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yang menjadi penentu kegagalan dari implementasi kebijakan publik setidaknya 
ada enam faktor, yaitu: 
1. Kualitas kebijakan itu sendiri yaitu kejelasan tujuan, kejelasan implementator 
atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Kualitas kebijakan juga 
ditentukan oleh proses perumusan kebijakan, apakah kebijakan tersebut 
dirumuskan secara demokratis atau tidak. 
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau 
program tidak akan bisa mencapai tujuan atau sasaran tanpa adanya dukungan 
anggaran yang memadai. Secara hipotesis bisa dirumuskan bahwa semakin 
besar anggaran yang diperuntukkan bagi suatu kebijakan, maka semakin 
besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan.  
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan 
(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).  
4. Kapasitas implementator (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, 
pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis akan 
mengahambat proses kebijakan.  
5. Karakateristik dan dukungan kelompok sasaran. Karakteristik kelompok 
sasaran akan sangat mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap 
proses implementasi.  
6. Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana 
implementasi kebijakan dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan 
berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak 
kondusif. 
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Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan diartikan sebagai sebauah cara yang dirumuskan 
berdasarkan permasalahan yang dihadapi disuatu area publik, dan menghasilkan 
solusi-solusi yang memiliki resiko terkecil dari suatu masalah berdasarkan telaah 
dan hasil pemikiran yang panjang oleh ahlinya.   
2.1.7    Evaluasi Kebijakan Publik 
 Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian atau tahap terakhir dari suatu 
kebijakan publik, dengan kata lain sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas 
begitu saja melainkan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan 
tersebut disebut sebagai ‘’Evaluasi Kebijakan’’. Evaluasi kebijakan itu sendiri 
dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna 
dipertanggung jawabkan kepada konstituennya selain itu, evaluasi diperlukan 
untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta untuk mencari 
kekurangan sekaligus untuk menutup kekurangan. 
Terkait dengan evaluasi kebijakan publik Ernest R. House dalam 
(Sirajuddin, 2014:5) membuat taksonomi evaluasi kebijakan publik melalui 
beberapa model, yaitu: (1) model system dengan indikator utama adalah efisiensi, 
(2) model perilaku dengan indikator utama produktivitas dan akuntabilitas, (3) 
model formulasi keputusan dengan indikator utama adalah keefektifan dan 
keterjagaan kualitas, (4) model tujuan bebas (goal free) dengan indikator utama 
adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial, (5) model kekritisan seni (art 
criticism) dengan indikator utama standar yang semakin baik dan kesadaran yang 
semakin meningkat, (6) model review profesional dengan indikator utama adalah 
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penerimaan profesional, (7) model kuasi-legal (quasi-legal) dengan indikator 
utama adalah resolusi, serta (8) model studi kasus dengan indikator utama adalah 
pemahaman atas diversitas.  
Sementara itu James Anderson dalam Winarno dikutip dalam (Sirajuddin, 
2014:5) membagi evaluasi implementasi kebijakan publik menjadi tiga, yaitu: (1) 
evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional, (2) evaluasi 
yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan, serta (3) evaluasi kebijakan 
sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang 
ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-
tujuan yang ada telah dinyatakan dicapai. 
 
2.2 Kerjasama Luar Negeri 
2.2.1 Pengertian Kerjasama Luar Negeri  
Menurut Robert O. Keohane dalam (Griffin, 2009:107) kerjasama 
internasional mengatakan suatu negara melakukan hubungan internasional adalah 
untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Untuk itu Negara tersebut perlu 
melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan eksternalnya.  
Menurut K.J Holstri (dalam terjemahan Azhari;1988:652-653) 
mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut:    
a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling 
bertemu dan dapat menganalisa sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh 
semua pihak. 
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b. Pandangan atau harapan dari suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan 
oleh Negara lainnya akan membantu Negara itu untuk mencapai kepentingan 
dan nilai-nilainya. 
c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua Negara atau lebih 
dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan 
kepetingan.  
Seperti yang penulis kutip dalam (Zulkifli, 32:2012) yang mengatakan 
bahwa hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan 
kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan 
potensi yang dimilikipun tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara 
membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada dinegara lainnya.  
Kerjasama internsional akan sangat penting sehingga patut dipelihara dan 
diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat 
dimaksimal sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar 
negara satu dengan lainnya. 
Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa kerjasama 
internasional adalah bentu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua Negara 
(Bilateral) atau lebih (Multilateral) dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya 
dimana Negara-negara tersebut saling bertemu,  memiliki tujuan, memiliki 
kepentingan atas dasar persamaan satu sama lain untuk menopang pemecahan 
masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa 
perjanjian, atau saling pengertian satu sama lain dan tidak  merugikan semua 
pihak. 
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2.2.2 Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Hukum Kerjasama 
Internasional 
2.2.3 Definisi dan Ruang Lingkup 
Secara administratif daerah merupakan penanggung jawab atas 
berjalannya roda pemerintah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan 
kemajuan daerahnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya akan 
dibahas selain ketentuan-ketentuan yang ada terkait perjanjian internasional yang 
merupakan dasar atas terlaksananya hubungan luar negeri ataupun bentuk 
kerjasama luar negeri juga diuraikan ketentuan hukum dan peluang pemerintah 
daerah untuk terlibat dalam kerjasama internasional umumnya dan secara khusus 
agar diperoleh suatu pemahaman (Zulkifli, 2012: 66) terkait dampaknya pada 
pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif.  
Mencermati perjanjian keberlakuan hukum perjanjian internasional yang 
merupakan suatu hukum internasional positif, diantaranya Vieena Convention on 
the Law of Threaties 1969 (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 
1969) selanjutnya juga dikenal dengan Konvensi Wina, dan Convention  of 
threaties between states and international organisation and between international 
organisation and International Organisation 1986 (Konvensi tentang Hukum 
Perjanjian Antara Negara Dan Organisasi Internasional) selanjutnya disebut juga 
konvensi Wina 1986. (Tabloid Diplomatik dalam Zulkifli 2012:67). 
Untuk itu memahami bentuk dan perjanjian internasional ada baiknya 
melihat beberapa definisi diantaranya yang dinyatakan pasal 2 ayat (1) huruf a, 
Vienna Convension on the Law Treaties  1969 menyatakan: Perjanjian berarti 
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suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan 
dirumuskan dalam bentuk tertulis, antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih 
organisasi internasional atau sesama organisasi internasional baik persetujuan itu 
berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan 
tanpa memandang apapun juga namanya.   
Adapun dalam hukum positif Indonesia yakni Undang-undang Nomor 24 
tahun 2000 tentang perjanjian internasional pasal 1 ayat (1) huruf a menyatakan 
bahwa: Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama terentu, 
yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta 
menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.  
Kemudian dinyatakan pula pada pasal 4 ayat (1) bahwa: 
Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian Intenasional dengan 
satu negara atau lebih, Organisasi Internasional, atau Subjek Hukum Internasional 
lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban unutk melaksanakan 
perjanjian tersebut dengan i’tikad baik.  
Sejalan dengan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian pasal 26 
telah menyatakan dalam hal ini bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat 
negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau in good faith. 
Prinsip ini merupakan dasar pokok hukum perjanjian dan telah diakui secara 
universal dan yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum (general 
principle of law) ( I Wayan Parthiana, dalam Zulkifli 2012: 67). Sedangkan 
menurut Sumaryo Suryokusumo, prinsip i’tikad baik (good faith), merupakan 
persayaratan moral agar perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan sungguh-
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sungguh. Karena i’tikad baik juga merupakan pokok dari konsep Panca Sunt 
Servada secara keseluruhan yang telah dipegang teguh dalam banyak hukum dan 
arbitrase (Sumaryo Suryokusumo dalam Zulkifli 2012:68).  
Berdasarkan pengertian Perjanjian Internasional menurut konvensi Wina 
dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu 
perjanjian, untuk dapat disebut sebagai Perjanjian Internasional, yaitu: kata 
sepakat, subyek-subyek hukum Internasional, berbentuk tertulis, obyek tertentu, 
dan tunduk pada atau diatur oleh hukum Internasional (I Wayan Parthiana 
dalam Zulkifli 2012:68).  
Adapun unsur yang paling utama dalam  perjanjian internasional yaitu 
persetujuan para pihak yang diberikan secara sukarela, sebagaimana yang terjadi 
dalam hukum perdata (Wirjono Prodjodikoro dalam Zulkifli 2012: 68) . 
2.2.4.  Proses Pembentukan Perjanjian Internasional  
Pembuatan Perjanjian Internasional adalah perbuatan hukum yang oleh 
para pihak yang membuatnya. Dengan demikian,secara umum dapat dikatakan 
bahwa ciri-ciri suatu perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut 
dibuat oleh subjek hukum internasional, pembuatannya diatur oleh hukum 
internasional, dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak 
yang membuatnya (Boer Mauna, dalam Zulkifli 2012: 69). Pihak-pihak yang 
bermaksud untuk membuat atau merumuskan suatu perjanjian internasional 
biasanya, terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat 
informal maupun formal. 
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Disamping itu, juga bisa dilakukan melalui forum organisasi internasional 
baik yang regional maupun global. Pendekatan informal maupun global tersebut 
ditindak lanjuti dengan tahapan pembuatan perjanjian internasional sebagaimana 
diatur dalam Konvensi Wina 1969 maupun Konvensi Wina 1986, yaitu dengan 
penunjukan wakil masing-masing pihak yang diberikan tugas dan wewenang 
untuk mengadakan perundingan,  penyerahan surat kuasa atau pertukaran kuasa 
penuh (full power) oleh wakil-wakil masing-masing pihak, perundingan untuk 
membahas materi yang akan dimasukkan dan dirumuskan sebagai klausal 
perjanjian, penerimaan naskah perjanjian (adoption of the text), pengotentakasian 
naskah perjanjian (authentication of the text), pernyataan persetujuan untuk terikat 
pada perjanjian (consent to be bound by a treaty), penentuan saat mulai 
berlakunya suatu perjanjian internasional (entry into force of a a treaty), 
penyimpanan naskah perjanjian (depository of treaty) serta pendaftaran dan 
pengumuman perjanjian (registration and publication).  
2.2.5  Pengesahan Perjanjian Internasional  
Setelah suatu naskah secara resmi diterima sebagai naskah yang otentik, 
perjanjian itu belum mengikat para pihak dan dengan demikian belum memiliki 
kekuatan mengikat sebagai hukum internasional positif, kecuali jika disepakati 
bahwa pengotentikasian sekaligus juga sebagai pernyataan persetujuan untuk 
terikat pada perjanjian,  penerimaan naskah (adoption of the text) bermakna 
sebagai konstatering formal dari negara-negara peserta konferensi, bahwa 
konferensi internasional telah berhasil merumuskan suatu naskah perjanjian 
internasional yang tidak dapat diubah lagi. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan 
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otentikasi naskah (authentication of the text) yang merupakan tindakan resmi dari 
negara peserta dan bermakna bahwa naskah perjanjian telah diterima negara 
peseta denga pencantuman tanda tangan atau paraf pada lembar-lembar naskah 
perjanjian.  Pencantuman tanda tangan/ paraf, belum menjadikan negara peserta 
konferensi terikat pada perjanjian internasional (Eddy Damian ‘’Jurnal Hukum 
Internasional’’ Vol.2 No.3 Desember 2003).  
Supaya perjanjian itu mengikat sebagai hukum  internasional positif, maka 
negara-negara itu perlu menyatakan persetujuan nya untuk terikat secara tegas 
pada perjanjian. Pengesahan perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan 
tindakan atau pernyataan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian (consent 
to be bound by a treaty). Jika dia tidak menyatakan persetujuannya untuk terikat 
atai secara tegas menolak untuk terikat, maka perjanjian itu tidak akan pernah ada 
mengikatnya. Persetujuan ataupun penolakan untuk terikat pada suatu perjanjian 
adalah manifestasi dari kedaulatan setiap negara. Sebagai negara berdaulat 
tentunya tidak bisa dipaksa oleh kekuatan apapun untuk menerima sesuatu yang 
tidak dikehendakinya, seperti menyatakan terikat pada suatu perjanjian 
internasional. 
Oleh karena itu, persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian 
merupakan faktor yang sangat penting, karena suatu negara hanya dapat terikat 
oleh perjanjian tersebut jika mereka telah menyatakan persetujuannya itu tersebut 
untuk terikat pada perjanjian. Beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk 
mengikatkan diri pada perjanjian internasional ditentukan didalam perjanjian itu 
sendiri sesuai dengan ketentuan  yang terdapat dalam konvensi Wina tentang 
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perjanjian pasal 11 menentukan beberapa cara untuk menyatakan persetujuan 
untuk terikat pada perjanjian,  yaitu dengan penandatanganana (Signature), 
pertukaran instrumen yang membnetuk perjanjian (exchange of instrumens 
constituting of treaty), ratifikasi (ratification), aksepsi (acceptance) persetujuan 
atau aksesi (approval), atau cara lain yang disetujui dalam perjanjian. 
a. Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional 
dinyatakan dengan penandatanganan pada wakil-wakil nya, apabila: 
a) Perjanjian itu sendiri menentukan  bahwa penandatanganan tersebut 
menjadikan negara-negara itu terikat apda perjanjian tersebut; 
b) Sebaliknya negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati 
bahwa penandatanganan akan menjadikan negara-negara itu terikat pada  
perjanjian tersebut; 
c) Maksud dari suatu negara untuk menjadikan terikat dengan cara 
pendatanganan tersebut tampak dari kuasa penuh dari wakilnya atau 
dinyatakan selama perundingan.   
b.  untuk maksud ayat 1: 
a) Pemarafan atas naskah perjanjian adalah juga merupakan penandatanganan 
atas perjanjian, apabila ditetapkan bahwa negara-negara yang melakukan 
perundingan menyetujui demikian; 
b) Penandatanganan atas suatu perjanjian oleh salah seornag wakil (dengan 
catatan menunggu konfirmasi atas pertimbangan lebih lanjut)  ad 
referendum, jika kemudia diberikan konfirmasi oleh negara yang 
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berangkutan, merupakan suatu penandatangana yang penuh atas perjanjian 
tersebut.  
Kesepakatan untuk mengikatkan diri yang dinyatakan dengan 
penandatanganan pada umumnya dilakukan pada perjanjian dari segi substansinya 
tergolong sebagai perjanjian yang tidak terlalu penting, tidak mengakibatkan 
pembentukan kaidah hukum baru, dan lebih bersifat teknis. Atas dasar 
pertimbangan ini, pengikatan diri pada perjanjian cukup dilakukan oleh wakil 
negara peserta dan dengan penandatanganan oleh wakilnya tersebut maka 
perjanjian terkait menjadi mengikat negara-negara yang berangkutan (I Wayan 
Parthiana dalam Zulkifli 2012:72).  
Pernyataan kesepakatan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian 
melalui penadatanganan wakil-wakilnya dapat ditentukan dalam perjanjian itu 
sendiri atau sebalinya negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati 
bahwa penandatanganan merupakan pernayataan terikat apda perjanjiamn 
tersebut, asalkan hal tersebut sesuai dengan surat kuasa penuh yang diberikan oleh 
negara kepada wakilnya. Apabila perjanjian itu mensyaratkan adanya ratifikasi 
sebagai pengikatan diri atau surat kuasa penuh dari wakil negara itu dibuat untuk 
ratifikasi, maka penandatanganan itu hanya berpengaruh pada tahap pertengahan 
saja dan bukan merupakan pernyataan kesepakatan untuk terikat pada perjanjian 
(Sumaryo Soryokusumo dalam Zulkifli 2012:73).  
Negara yang menandatangani perjanjian mempunyai kewajiban untuk 
tidak melakukan tindakan yang akan menggagalkan maksud dan tujuan perjanjian 
itu sampai negara tersebut menyatakan secara jelas apakah akan mengikatkan diri 
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atau tidak kepada perjanjian tersebut (N.A Maryam Green, dalam Zulkifli 
2012:73). Penandatanganan perjanjian yang bukan merupakan persetujuan untuk 
mengikatkan diri pada perjanjian tetap menimbulkan konsekuensi bagi negara-
negara yang menerima naskah perjanjian berupa kewajiban moral (walaupun 
belum terikat apda perjanjian) untuk tidak melakukan  tindakan-tindakan yang 
bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian (Eddy Damian, dalam 
Zulkifli 2012:73).  
Persetujuan untuk terikat pada perjanjian dapat dilakukan dengan 
pertukaran dokumen/instrumen yang pada dasarnya merupakan perjanjian 
internasional (biasanya menggunakan instrumen Exchange of Letter Notes, 
Agreed Minutes, Summary Record, Modus Vivendi, Memorandum of 
Understanding, dan lain sebagainya).  
Dalam hal ini negara-negara peserta menghendaki bahwa sejak 
dipertukarkannya instrumen/ dokumen tersebut, negara-negara telah mentakan 
terikat pada perjanjian. Cara pengikatan perjanjian dengan cara seperti ini pada 
umumnya dilakukan pada perjanjian-perjanjian sederhana yang menyangkut 
kerjasama dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, perdagangan, 
kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, penanaman modal 
dan perjanjian-perjanjian bersifat teknis. Biasanya materinya bersifat prosedural 
dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan 
perundang-undangan nasional yang fundamental.  
Persetujuan untuk terikat pada perjanjian dengan pertukaran instrumen 
dilakukan  oleh organ pemerintah yang berwenang dari masing-masing pihak. 
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Dengan demikian, wakil-wakil dari negara peserta, setelah mengadopsi ataupun 
mengotentikasi naska perjanjian, harus menyampaikan naskah pejanjian itu 
kepada organ pemerintahnya yang berwenang. Itulah yang akan memutuskan 
apakah akan setuju untuk terikat apda perjanjian dengan cara pertukaran 
instrumen tentang pembentukan perjanjian itu.  
2.2.6.  Pemberlakuan Perjanjian Internasional Secara Nasional  
 Berkaitan persetujuan perjanjian dengan memerlukan ratifikasi Mochtar 
Kusumaatmadja mengatakan bahwa suatu negara mengikatkan dirinya pada suatu 
perjanjian internasional dengan syarat bahwa persetujuan yang demikian harus 
disahkan oleh badan yang berwenang dinegaranya. Penandatanganan oleh wakil 
atau utusan negara hanya bersifat sementara dan masih harus disahkan. 
Pengesahan oleh badan yang berwenang tersebut dinamakan dengan ratifikasi (I 
Wayan Parthiana dalam Zulkifli 2012:74), bertolak pada praktik ynag demikian 
persoalan ratifikasi bukan hanya merupakan persoalan hukum tata negara. Hukum 
internasional sekedar mengatur dalam hal apa saja persetujuan yang diberikan 
suatu negara pada satu perjanjian memerlukan ratifikasi.  Adapun cara ratifikasi 
itu dilakukan  semata-mata merupakan persoalan intern menurut ketentuan hukum 
tata negara masing-masing negara (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. A 
goes dalam Zulkifli 2012:74).  
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran bahwa ratifikasi mencakup dua 
prosedur yang terpisah namun saling terkait satu sama lain yaitu prosedur 
eksternal (berdasarkan hukum intrenasional) dan prosedur hukum internal 
(berdasarkan hukum nasional) (Damos Dumoli Agusman dalam Zulkifli 
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2012:75). Proses ratifikasi adalah pertukaran atau penyerahan instrumen ratifikasi. 
Dalam perjanjian bilateral biasanya dilakukan dengan pertukaran instrumen yang 
dibutuhkan antara dua negara yang bersangkutan, sedangkan dalam perjanjian 
multilateral, biasanya ditunjuk satu pihka yang mengumpulkan instrumen 
ratifikasi dari semua negara yang memberitahu kepada semua pihak mengenai 
keadaan itu.  
Penandatanganan instrumen ratifikasi itu sendiri tentunya dilakukan atas 
nama negara. Dalam praktik internasional, penandatanganan dilakukan 
berdasarkan konstitusi atau praktik dimasing-masing negara yang lazimnya 
dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri yang 
membidangi urusan luar negeri. ketiga organ tersebut disebut dengan nama the 
Big Three.  
Pelaksanaan perjanjian  internasional berdasarkan hukum internasional 
setelah suatu negara terikat pada perjanjian internasional melalui cara-cara 
sebagaimana disebutkan diatas, maka tahapan selanjtnya adalah kewajiban untuk 
melaksanakan perjanjian internasional tersebut.  Pengesahan atau pelaksanaan 
perjanjian internasional adalah dua hal yang berkaitan erat satu sama lain. Council 
of Europe  mencantumkan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasonal 
dalam definisi ratifikasi/pengesahan sebagai penegasan bahwa pengesahan dan 
pelaksanaan perjanjian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap 
negara yang meratifikasi atau mengesahkan perjanjian internasional maka secara 
otomatis berkewajiban untuk menghromati dan melaksanakan ketentuan dalam 
perjanjian internasional tersebut.  
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Suatu perjanjian internasional sah dan dapat dilaksanakan hanya apabila 
perjanjian itu didasarkan pada kebebasan para pihak untuk menyatakan 
kehendaknya (free Consent) (Jan Klabbers dalam Zulkifli 2012:75).  Suatu 
perjanjian internasional yang disepakati oleh para pihak namun tidak didasarkan 
atas asas ini, misalnya karena ada tekanan ataupun paksaan dari pihak lainnta, 
akan dapat menimbulkan akibat hukum batalnya (Void) ataupun tidak sah-nya 
perjanjian tersebut (I Wayan Parthiana dalam Zulkifli 2012:77). 
Hukum internasional juga tidak mengatur atau menentukan cara atau 
metode pemberlakuan perjanjian internasional dalam lingkup nasionalnya. Suatu 
negara diharuskan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian 
internasional yang sudah disahkan. Namun hukum internasional tidak mengatur 
dan menentukan bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk mencapai 
tujuan ini dalam yurisdiksi domestik suatu negara. Setiap negara sepenuhnya 
diberikan kebebasan untuk menetukan cara atau metode yang dianggap sebagai 
yang terbaik (Peter Malanczuk & Michael Barton dalam Zulkifli 2012:77). 
Dalam hal ini dikenal berbagai metode yang berkembang seperti inkorporasi, 
transformasi, dan delegasi.  
2.2.7   Tujuan Kerjasama Luar Negeri 
Ada banyak sekali tujuan kerjasama internasional. Adapun secara umum 
tujuan dari kerjasama internasional adalah mewujudkan perdamaian dunia serta 
kemakmuran dunia.  Namun tujuan tersebut bisa dijabarkan kembali ke dalam 
uraian yang lebih rinci. Adapun beberapa tujuan dari kerjasama internasional 
antara lain sebagai berikut: 
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a. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara 
b. Mewujudkan pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan 
perdamaian dunia 
c. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh 
rakyatnya 
d. Memperluas lapangan kerja 
e. Memperkuat rasa persahabatan 
Selain pemaparan diatas, penulis memaparkan tujuan utama suatu negara 
melakukan kerjasama luar negeri (Koesnadi Karstasasmita dalam Zulkifli, 
20:2012) adalah untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya yang tidak dimilikinya 
didalam negeri. untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan 
nasionalnya diluar negeri. dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk 
mempertemukan kepentingan nasional antar negara.  
2.2.8 Syarat-Syarat Kerjasama Luar Negeri 
Kerjasama internasional sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat 
utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional 
masing-masing negara anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak 
mungkin dapat dicapai kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya 
keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara 
berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi 
daripada komitmen  (Sjamsuar dan Riswandi dalam Zulkifli, 19:2012). 
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2.3 Pemerintah Daerah 
2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah 
Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 
2014 adalah kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang 
memimpin dalam pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi suatu 
kewenangan daerah otonom. Daerah dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan 
pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, 
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 
lainnya dilakukan secara adil selaras.  
Menurut pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 
pemerintah daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 
menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam undang-
undnag dasar negara republik indonesia tahun 1945.  
Undang-undang dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai 
pemerintahan daerah dalam bab VI, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. 
Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur 
lebih lanjut oleh undang-undang, pasal 18 ayat (2) menyebutkan, ‘’pemerintahan 
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.’’ Selanjutnya, 
pada pasal 18 ayat (5) tertulis, ‘’pemerintahan daerah menjalankan otonomi 
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seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan 
sebagai urusan pemerintah pusat.’’ Pasal 18 ayat (6) menyatakan,’’ pemerintah 
daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.  
Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah , pemerintah 
daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintaha 
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 
Maksudnya, pelaksanaan kepemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat.  
Siswanto Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang 
otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut 
terhadap penyelenggaraan pemrintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut 
antara lain: Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan 
menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini 
mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan 
daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan 
rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip untuk menangani urusan pemerintahan 
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah 
ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi 
dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah 
tidak selalu sama  dengan daerah lainnya. 
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 Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 
penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 
pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan 
nasional.  
2.3.2.  Daerah dan Kewenangan Hubungan Luar Negeri 
Kewenangan daerah untuk melaksanakan hubungan luar negeri untuk tidak 
bisa dilepaskan dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang revisi atas 
Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam kedua undang-undang tersebut tidak  terdapat 
ketentuan yang secara eksplisit mengakui kewenangan daerah untuk 
ituKewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri meliputi 
berbagai aspek yang cukup luas. Mulai dari penanaman modal, perdagangan luar 
negeri, turisme atau pariwisata, pendidikan, keuangan sampai bidang-bidang lain 
yang tergolong cukup penting seperti persoalan pembangunan yang lebih meluas. 
Singkatnya selama kerjasama tersebut tidak bersentuhan dengan persoalan 
mengenai: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiscal 
nasional dan agama. Semua bentuk kerjasama dimungkinkan Penjelasan lebih 
lanjut mengenai cakupan kewenangan Provinsi untuk melakukan hubungan luar 
negeri dapat ditemukan dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri 
oleh pemerintah Daerah. 
Didalam buku panduan tersebut, dinyatakan berbagai bentuk kerjasama 
yang dimungkinkan meliputi : (1) kerjasama ekonomi: (a) perdagangan; 
(investasi); (c) ketenagakerjaan; (d) kelautan dan perikanan; (e) ilmu pengetahuan 
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dan teknologi; (f) kehutanan; (g) pertanian; (h) pertambangan; (i) Kependudukan; 
(j) Pariwisata; (k) Lingkungan Hidup; dan (l) perhubungan. (2) Kerjasama Sosial 
Budaya: (a). Pendidikan; (b) Kesehatan; (c) Kepemudaan; (d) Kewanitaan; (e) 
Olahraga; dan (f) Kesenian. (3) Bentuk Kerjasama Lain. 
Lebih lanjut panduan menegaskan  posisi Departemen Luar Negeri sebagai 
Koordinator yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan 
pertimbangan politis/ yuridis terhadap program kerjasama Adapun syarat-
syaratnya adalah sebagai berikut: 
a. Harus dengan Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatic dan 
dalam kerangka Negara kesatuan; 
b. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
c. Adanya persetujuan dari DPRD; 
d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri; 
e. Tidak melanggar prinsip non-intervensi 
f. Berdasarkan persamaan hal 
g. Berdasarkan prinsip persamaan kedudukan; dan  
h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan 
Kemudian panduan menambahkan bahwa kerjasama luar negeri haruslah: 
tidak bertentangan dengan politik dan kebijakan luar negeri pemerintah pusat; 
tidak mengancam keamanan domestic; secara legal tidak terdapat kemungkinan-
kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian-kerugian; dan tidak 
bertentangan dengan kebijakan departemen teknis terkait.  
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2.3.3  Hukum Indonesia terkait Kerjasama Kota/Provinsi Kembar 
 Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri memberikan batasan bahwa Hubungan Luar Negeri adalah 
setiap kegiatan yang menyangkut aspek regionala dan internasional yang 
dilakukan oleh pemerintah ditingkat pusat dan daerah. Dapat dikatakan atau 
jelaslah bahwa  kewenangan untuk melakukan hubungan luar negeri tidak hanya 
dapat dilakukan oleh pemerintah pusat namun juga oleh pemerintah daerah. 
Namun demikian, adanya keharusan penyelenggaraan hubungan luar negeri yang 
baik pemerintah maupun non pemerintah agar sesuai denga politik luar negeri 
Republik Indonesia.  
Secara teknis, ketentuan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan kerjasama internasional, Undang-undang nomor 24 tahun 2000 
pasal 5 ayat (1) kerjasama sebagai berikut: 
Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-
departemen ditingkat pusat dan daerah, mempunyai rencana untuk membuat 
perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi 
mengenai rencana tersebut dengan menteri.  
Selain itu, ketentuan pasal 7 undang-undang ini sejalan dengan ketentuan 
internasional yakni Konvensi Jenewa 1969, yang mensyaratkan adanya surat 
kuasa apabila sesesorang mewakili Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan 
untuk menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan 
diri apda perjanjian internasional memerlukan surat kuasa lebih dikenal dengan 
sebutan Full Powers.  Disamping itu dengan adanya penerbitan surat kuasa (full 
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power) oleh menteri luar negeri makin menegskan posisi penandatanganan 
sebagai salah satu pejabat ditingkat pusat. Oleh karena nya, dalam konteks 
hubungan luar negeri, daerah tidak dapat dipandang sebagai representasi dirinya 
sendiri. Tapi, daerah harus dipandang sebagaimana layaknya negara yang 
merupakan subjek hukum internasional (Jawahir Thontowi ‘’ Jurnal Hukum No.2 
Vol.16 Tahun 2009:149-168).  
Berkaitan dengan kerjasama luar negeri yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah 
daerah juga dapat dilihat pada pasal 42 ayat (1) huruf f dan g menjadi isyarat agar 
pemerintah daerah dapat mengadakan perjanjian intrenasional dan kerjasama 
internasional, dengan adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
untuk memberikan pendapat, pertimbangan dan persetujuannya. Sebagaimana 
pada bagian penjelasan dari pasal 42 ayat (1) huruf f bahwa yang dimaksud 
dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah.  
Selanjutnya penjelasan pasal yang sama dari huruf g dapat diketahui pula, 
bahwa kerjasama internasional dalam ketentuan ini adalah kerjasama daerah 
dengan pihak luar negeri didalamnya meliputi kerjasama Kabupaten/kota kembar, 
kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan 
pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai 
peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, terkait peran pemerintah pusat yang 
dijalankan pemerintah dalam kepentingan pemerintah daerah sebagaimana 
tercantum pula pada penjelasan undang-undang Nomor 32 tahun 2004, poin 4 
pemerintah daerah, bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi 
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pula selaku wakil Pemerintah di Daerah dalam pengertian untuk menjembatani 
atau memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah 
termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 
pemerintahan pada strata Pemerintahan Kabupaten dan Kota.  
Memperhatikan dari ketentuan yang ada dari ketiga undang-undang diatas 
dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diuraikan bahwa 
kewenangan pemerintah daerah dalam membuat perjanjian internasional yang 
dilakukan oleh pemrintah daerah tidak dapat semata-mata diselenggarakan 
berdasarkan kepentingan daerah. Pemertintah daerah dalam membuat perjanjian 
internasional adalah atas nama pemrintah pusat sehingga merupakan kerjasama 
internasional yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia.  
Disamping itu, perlu diperhatikan pula persoalan hukum lainnya yaitu 
apakah negara yang merupakan mitra kerjasama dari negara tetangga juga 
menggunakan  full power, karena menurut pakar hukum internasional Universitas 
Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana (dalam Zulkifli, 2012:83), mengatakan 
bahwa apabila dalam kerjasama internasional yang melibatkan pemerintah daerah 
dengan kota atau pemrintah daerah dinegara lain memperoleh  full power dari 
negaranya maka hal itu tidak menjadi persoalan jika pemerintah RI memberikan  
full power juga kepada pejabat daerah. Akan tetapi, dalam hal pemerintah lokal 
negara mitra kerjasama internasional daerah tersebut tidak menggunakan  full 
power maka selayaknya perintah Indonesia menempatkan diri pada posisi yang 
sejajar. Dengan demikian kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah 
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daerah tersebut hanya berupa perjanjian perdata internasional sebagaimana biasa 
dalam hal itu dilakukan.  
2.3.4 Aspek Hukum Internasional dalam Pelaksanaan Kerjasama 
Kota/Provinsi Kembar  
Memahami dari aspek hukum internasional,negara dalam berbagai fakta 
tetap menjadi subyek utama dalam hukum internasional walaupun perkembangan 
hukum internasional yang sangat signifikan terlihat dari peran berbagai subjek 
hukum internasional bukan negara (non state actors) (Martin Hollins dan Steve 
Smith dalam Zulkifli 2012:83). Fakta yang mendukung negara sebagai subjek 
utama hukum internasional, selain secara historis memang ditujukan untuk 
mengatur hubungan antar bangsa (negara), juga negaralah yang memiliki 
supremasi atas wilayahnya masing-masing. 
Untuk memahami secara teknis, sebagaimana Kementerian Luar Negeri 
yang merupakan pelaksana hubungan luar negeri Republik Indonesia telah 
menerbitkan sebuah buku panduan umum mengenai tata cara hubungan dan 
Kerjasama Luar Negeri ole Pemerintah Daerah supaya terjaga kerjasama antara 
Pemerintah Daerah dan pihak Asing tetap saling menguntungkan dan berada 
dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam buku 
tersebut dijelaskan bahwa tujuan penyusunan panduannya adalah: 
Untuk memberi arah. Membantu dan memfasilitasi daerah dalam 
melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri, guna menunjang pembangunan 
daerah serta mewujudkan kebijakan ‘’One Door Policy’’dalam hubungan Dan 
 
 
 
 
53 
Kerjasama Luar Negeri Indonesia dan untuk mencegah timbulnya masalah dalam 
pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pihak asing.  
Dalam panduan tersebut, Kementerian Luar Negeri memberikan arahan 
tentang kerjasama luar negeri yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 
Kaidah-kaidah dasar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hubungan kerjasama 
luar negeri tersebut adalah sebagai berikut (Departemen Luar Negeri, ‘’Panduan 
Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, 
revisi I, Jakarta, 2006, hal 6) : 
a. Setiap kerjasama yang dilaksanakan  oleh Pemerintah Daerah sebagai 
perwujudan kewenangan yang diatur dalam undang-undnag nomor 32 tahun 
2004 wajib dikonsultasikan dan di koordinasikan dengan menteri; 
b. Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus 
dilaksanakan sesuai dengan politik Luar Negeri; 
c. Pemerintah Dearah tidak diperkanankan untuk membuka perwakilan sendiri; 
d. Kementerian Luar Negeri sebagai koordiantor penyelenggaraan hubungan 
dan kerjasama luar negeri memberikan saran dan pertimbangan politis/yuridis 
terhadap program kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah. Sementara departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan 
mengenai materi dan substansi program kerjasama.  
e. Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap kerjasama Ekonomi dan 
Kerjasama Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh Daerah dengan pihak asing 
termasuk kerjasama perbatasan oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan 
dengan wilayah negara asing (border crossing, border trade and 
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transportation).  Namun hal ini tidak berlaku  bagi bidang-bidang yang 
dicakup dalam wadah: komisi bersama (joint commision), forum konsultasi 
bilateral (Billateral Consultations), komite berama mengenai perbatasan 
(Joint Border Committee) dan promosi terpadu serta kerjasama Ekonomi 
Sub-Regional (KESR).  
f. Pada prinsipnya pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung 
kepada pihak luar negeri. pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan 
kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari 
pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan dan Bappenas. Kerjasama 
luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan 
dalam kerangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b) Sesuai dengan bidang kewenagan Pemerintah Daerah yang diatur dalam 
undang-undang nomor 32 tahun 2004; 
c) Mendapat persetujuan dari DPRD; 
d) Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri; 
e) Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing 
negara; 
f) Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak; 
g) Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan 
saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat; 
h) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan 
daerah serta pemberdayaan masyarakat.  
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g. Pelaksanaan kerjasama luar negei harus aman dari berbagai segi, yaitu: 
a) Politis : tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan 
Hubungan Luar Negeri Pemerintah pusat pada umumnya; 
b) Keamanan : kerjasama laur negeri tidak digunakan atau disalahgunakan 
sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (Spionase) yang dapat 
mengganggu atau mengancam stabilitas atau keamanan dalam negeri; 
c) Yuridis : terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat 
menutup celah-celah  (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan 
kerjasama.  
d) Teknis : tidak bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan oleh 
Departemen teknis terkait.  
Sebagaimana panduan kerjasama luar negeri terkait mekanisme umum 
hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang diterbitkan 
oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri 
(saat ini Kementerian Luar Negeri) bahwa mengharuskan penyelenggaraannya 
sesuai dengan politik Luar Negeri. sesuai Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai 
hubungan Konsuler, diluar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia 
yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah 
Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri 
(Depaertemen Luar negeri ’Panduan Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar 
Negeri oleh Pemerintah Daerah, revisi I, Jakarta, 2006:18).   
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Adapun bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah 
yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri 
antara lain sebagai berikut: 
a. Kerjasama Ekonomi 
a) Perdagangan 
b) Investasi 
c) ketenagakerjaan 
d) Kelautan dan perikanan 
e) Ilmu pengetahuan dan teknologi 
f) Kehutanan 
g) Pertanian 
h) Pertambangan 
i) Kependudukan 
j) Pariwisata 
k) Lingkungan hidup dan  
l) Perhubungan.  
b. Kerjasama Sosial Budaya 
a) Pendidikan; 
b) Kesehatan; 
c) Kepemudaan; 
d) Kewanitaan; 
e) Olahraga; dan  
f) Kesenian.  
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c. Bentuk Kerjasama Lain 
Keadaan yang tertib dan aman dalam menjalin hubungan intenasional 
antar negara satu dengan negara lainnya maupun pihak selain negara sekalipun 
untuk tercapainya tujuan merupakan suatu keniscayaan, maka sebagai landasan 
suatu hubungan kerjasama, maka diperlukannya serangkaian ketentuan untuk 
sehingga pihak yang mengadakan kerjasama internasional tersebut merasa aman 
menjalaninya.  
Terkait dengan mekanisme yang menjadi prosedur dari pelaksanaan 
kerjasama internasional antar kota atau di Indonesia dikenal dengan kerjasama 
kota kembar adalah sebagai berikut: 
a. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah diluar 
negeri (Sister Province/Sister City) dilakukan dengan negara yang memilik 
hubungan diplomatik negara Republik indonesia, tidak mengganggu stabilitas 
politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan apda prinsip 
menghormati Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan 
kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling 
menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam 
negeri masing-masing.  
b. Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah 
Kota/ Provinsi diluar negeri memberitahukan kepada Kementerian Luar 
Negeri, Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk mendapat 
pertimbangan.  
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c. Pemerintah Daerah bersama dengan Kemeneterian Luar Negeri melalui 
perwakilan RI diluar negeri mengadakan penjajakan untuk mengetahui 
apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari Pemerintah 
Kota/Provinsi di Luar Negreri.  
d. Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua pemerintah daerah mengenai 
rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah, jika diperlukan dapat 
menyiapkan penandatanganan kesepakatan diawal dalam bentuk Letter of 
Intent (LoI).  
e. Letter of Intent (LoI) dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian 
Luar Negeri atau Perwakilan RI di Luar Negeri untuk disampaikan dan 
dimintakan tanggapan kepada mitra asing diluar negeri.  
f. Naskah LoI yang disepakati bersama, dapat ditandatangani oleh Pimpinan 
atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah.  
g. Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua pihak dapat bersepakat untuk 
melembagakan kerjasama dengan menyiapkan naskah Memorandum of 
Understanding (MoU).  
h. Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan 
menurut mekanisme sebagaimana tertuang dalam Bab X panduan ini.  
i. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama dengan 
memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, izin tinggal, perpajakan 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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j. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap 
MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan surat kuasa (full powers) kepada 
Menteri Luar Negeri.  
k. Naskah asli Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU) 
Kerjasama Sister Province/Sister City yang telah ditandatangani oleh kedua 
pihak diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian 
Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan diruang perjanjian (treaty 
room).  
Selanjutnya Direktorat  Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan 
membuatkan salinan naskah resmi (certified true copy) untuk kepentingan arsip 
Pemerintah Daerah.  
 
2.4 Pendidikan 
2.4.1 Pengertian Pendidikan 
Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional pasal 1  ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan Negara. 
Menurut kamus besar bahasa indonesia pendidikan adalah proses 
pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 
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mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara dan 
pembuatan mendidik.  
Menurut Iman Al-Ghazali, mendefinisikan pendidikan sebagai proses 
memanusiakan manusia sejaka masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui 
berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara 
bertahap, dimana tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan 
diri kepada allah swt sehingga menjadi manusia sempurna.  
Menurut Notoadmodjo (2003:16), mendefinisikan bahwa Pendidikan 
adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik 
individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang 
diharapkan oleh pelaku pendidikan.  
Dalam hal ini tak terkecuali pendidikan perguruan tinggi juga mendapat 
perhatian dan perlakuan sama dalam membantu meringankan beban pemerintah 
untuk mewujudkan pembangunan manusia yang lebih maju dalam hal pemikiran 
serta daya saing nya dengan masyarakat luar. Ini tertuang pada pasal 20 ayat (2) 
dinyatakan bahwa perguruan tinggi harus mampu memberdayakan proses 
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Melalui Tri Dharma 
Pendidikan Tinggi. 
 
2.5.  Beasiswa 
2.5.1.  Pengertian Beasiswa 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan bahwa 
beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa 
sebagai bantuan biaya belajar.  
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Menurut Murniasih (2009) mengemukakan beasiswa adalah bentuk 
penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan tersebut bisa berbentuk akses tertentu 
pada suatu instansi atau penghargaan berupa bantuan keuangan.  
Lathina (2009), mengemukakan bahwa beasiswa adalah pemberian berupa 
bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk 
digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat 
diberikan oleh lembaga pendidikan, perusahaan, ataupun yayasan. 
 
2.6  Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1   
No Judul Peneliti Hasil 
1 Kewenangan Daerah Dalam 
Melaksanakan Hubungan Luar 
Negeri (Studi Kasus di Propinsi 
Jawa Barat dan DIY ) 
 
Jawahir Thontowi 
Jurnal Hukum No.2, 
Vol.16, 2009)  
(fakultas hukum 
Universitas Islam 
Indonesia,Yogyakarta) 
Meskipun daerah 
dapat melakukan 
kerjasam luar negeri , 
Tetapi lebih 
merupakan 
perpanjangan tangan 
kekuasaan negara, 
dari pemerintah pusat 
yang dilaksanakan 
oleh pemerintah 
daerah. 
 
2 Substansi Kerjasama Luar 
Negeri Sister City Kota 
Surabaya-Xiamen 
 
Irdayanti 
Jurnal Penelitian 
Sosial Keagaman, 
Vol.17 No.1, 2014 
(fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN 
Sultan Syarif Kasim 
Riau) 
Otonomi Daerah 
memberikan 
peluang yang seluas-
luasnya bagi daerah 
untuk melakukan 
pengembangan 
kerjasama luar negeri. 
Tren kerjasama kota 
kembar (sister city) 
disebabkan oleh 
adanya ketergantungan 
dan kepentingan antar 
daerah otonom 
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bertetangga. 
3 Implementasi Kebijakan 
Kerjasama Luar Negeri Sister 
Province Di Provinsi Jawa 
Tengah  
Masrohatun   
Jurnal SAWALA Vol 
6 No.1, April 2018, 
49-62 
p-ISSN 2302-2231 
e-ISSN 2598-4039 
Pelaksanaan sister 
province di Provinsi 
Jateng kurang 
maksimal. 
Dikarenakan masih 
minimnya program 
kerjasama yang belum 
terealisasi. Beberapa 
sister kurang disiplin 
dalam menaati MoU 
yang disepakati. 
Beberapa dinas belum 
menindaklanjuti 
program kerjasama 
dengan program yang 
lebih teknis. Selain itu 
sebagian penguasaan 
bahasa asing. 
Banyaknya dinas yang 
terlibat menyulitkan 
para implementator 
dalam koordinasi 
 
2.7  Definisi Konsep 
a. Implementasi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Implementasi adalah 
pelaksanaan atau penerapan.  Sedangkan menurut Wahab (1997:63), adalah 
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, 
atau kel ompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 
Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi 
adalah segala bentuk pelaksanaan atau penerapan apa-apa tindakan yang 
dilakukan oleh pejabat publik, atau aktor pengambil kebijakan yang diwujudkann 
dalam bentuk keputusan kebijakan.  
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b. Kebijakan publik 
Menurut Easton (1969) adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk 
seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.  Menurut Edward mengatakan 
bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak 
dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. 
Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan 
publik adalah segala tidakan yang diambil atau dibuat oleh pemerintah dalam 
ranah menyelesaikan permasalahan publik yang sifatnya mengikat yang dilakukan 
dan disahkan oleh pemerintah.  
c. Pemerintah Daerah 
Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah 
daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilana Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah 
daerah adalah seperangkat aktor penyelenggara pemerintahan daerah, baik itu 
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi 
kewenangan berdasarkan daerah otonom.  
d. Kebijakan Luar Negeri 
Menurut Mark R. Armsutz (dalam Aleksius Jemadu: 64)   mendefinisikan 
kebijakan luar negeri sebagai tindakan atau kebaijakan pemerintah, pencapaian 
 
 
 
 
64 
kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan kebijakan luar negeri yang 
melewati batas kewilayahan negara.  
Sedangkan menurut Kegley dan Wittkopft (dalam Aleksius Jemadu :65) 
mengatakan bahwa kebijakan luar negri sebagai kewenangan otoritas keputusan  
yang dibuat oleh pemerintah yang didasari dengan memperhatikan nilai-nilai yang 
mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat untuk mencapai tujuan 
tersebut.    
e. Hubungan internasional 
Robert Jackson dan Georg Sorensen (2014: 4) dalam bukunya, 
Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori Dan Pendekatannya menyatakan 
definisi Hubungan Internasional sebagai berikut: 
‘’Hubungan internasional adalah studi hubungan dan interaksi antara 
negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi 
internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. 
Hubungan internasional dapat berupa subjek teoritis atau subjek praktis atau 
subjek kebijakan, dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris 
atau normatif atau keduanya’’.  
 
2.8  Indikator  Penelitian  
Berdasarkan teori George Edward III tentang Faktor-Faktor keberhasilan 
implementasi kebijakan ada 4 (empat)  yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, 
dan struktur birokrasi.  
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Tabel 2.2  
Indikator Penelitian 
Referensi  Indikator Sub Indikator 
 
Teori Edward 
III (dalam 
Subarsono, 
2011: 90-92)  
Komunikasi a. Transmisi kebijakan dilakukan 
melalui sosialisasi kepada seluruh 
badan-badan dinas selingkungan 
kab.siak dan disebarkan juga 
menggunkaan media massa dan 
elektronik 
b. Koordinasi dalam pemberian 
informasi berjalan baik dan harus 
mengandung kejelasan agar 
maksud dan tujuan dari kebijakan 
tersebut dapat dipahami dan 
direalisasikan dengan baik.  
c.  teknik pengsosialisasian yang telah 
tersampaikan kepada implementor 
akan menghasilkan konsistensi 
menyukesekan kebijakan ini.  
 
 
Sumberdaya 
 
a. Pelaksanaan dan penyelesaian tugas 
dilakukan oleh staf atau tenaga 
profesional dalam melakukan 
agenda kerjasama luar negeri  
b. Memaksimalkan pemberian 
informasi  kebijakan sebaagi 
petunjuk pelaksanaan kebijakan 
c. Memanfaatkan wewenang  yang 
dimiliki dengan melakukan 
penyediaan sarana dan prasarana 
dengan anggaran yang cukup dan 
memadai 
d. Finansial,  ketersediaan anggaran 
yan g memadai merupakan kunci 
utama dalam menentukan 
keberhasilan program ini.  
Disposisi  a. informasi atau pernah terlibat 
langsung kebijakan kerjasama luar 
negeri  
b. Pemberian reward baik berupa 
penghargaan secara moril atau pun 
pemberian insentif sebagai 
motivasi kerja sesuai dengan 
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peraturan oerundang-undangan.  
c. Memiliki respon positif/baik 
terhadap kebijakan pemerintah.  
Struktur birokrasi  a. adanya profesionalisme dalam 
bekerja serta pemahaman yang 
memadai dalam bekerja, artinya 
secara formalitas memiliki SOP 
dalam penegakkan disiplin peserta 
dalam pengumpulan berkas 
pendaftaran sesuai dengan syarat 
dan ketentuan yang berlaku 
b. fragmentasi atau tanggungjawab 
struktur yang tertinggi adalah 
kepala daerah, dalam kasus ini 
Bupati Siak yang harus berani 
mengambil sikap dalam bentuk 
kebijakan dan menghadapi apabila 
didapatkan kegagalan ditengah 
perjalanan kerjasama. 
c.  pejabat yang berkepentingan 
terhadap aturan tersebut 
memberikan perannya dengan rasa 
tanggungjawab demi tercapainya 
tujuan kebijakan.  
Sumber : Subarsono, 2011:90-92 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengertian kualitatif menurut 
Sugiyono (2005:1), adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 
konidisi objek ilmiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti 
adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.  
Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa bagaimana 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang 
Pendidikan  (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri  Beasiswa di Chiba University-
Jepang).  
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah BAPPEDA 
(Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), BKPSDM (Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Siak, dengan jadwal 
penelitian dimulai dari 08 Januari - 19 September 2019.  
3.3 Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Adapun jenis data penulis gunakan adalah data kualitatif. Dalam buku 
Sugiyono (2003:14) penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk data, 
kalimat, skema, dan gambar, yang menggambarkan atau melakukan secara 
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sistematis, aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang diselidiki 
peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informan.  
b. Sumber Data 
Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan 
bertujuan, maka data yang di kumpulkan relevan dengan permasalahan yang di 
hadapi. Untuk memproleh data yang akurat dan komprehensisf, maka penulis 
mendapatkan data dan informasi dan berbagai sumber sebagai berikut: 
a) Data Primer, adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya, 
penulis memperoleh sacara langsung dari responden melalui wawancara 
tidak terstruktur.  
b) Data Sekunder, adalah data yang di peroleh dari teori, laporan-laporan, 
buku-buku, dan pendapat para ahli tentang kegagalan kebijakan luar negeri 
pemerintah daerah Siak dibidang pendidikan. 
3.4   Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena 
data yang di kumpulkan akan di gunakan untuk pemecah masalah yang sedang di 
teliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 
memperoleh data yang di perlukan. Proses pengumpulan data secara umum dalam 
suatu penelitian adalah: yang digunakan dalam penelitian ini menghimpun data 
dan informasi adalah wawancara data dan informasi adalah wawancara, observasi, 
dan dokumentasi.  
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a) Dokumentasi 
Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta dokumen  
yang berkaitan dengan implementasi kebijakan  kerjasama luar negeri pemerintah 
daerah Kabupaten Siak. Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara 
meminta dokumen yang berisi data-data yang penulis butuhkan, dari  kantor 
BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) dan BKPSDM (Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Siak  yaitu 
data-data yang dapat mendukung didalam memberikan jawaban atas hasil 
penelitian.  
b) Wawancara 
Peneliti dalam hal ini melakukan tanya jawab  langsung kepada kepala 
Badan, kepada sub bidang Kerjasama Daerah,  BAPPEDA (Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Siak, selanjutnya penulis juga 
mewawancarai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Kepala 
Sub Bidang Diklat  BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia ) Kabupaten Siak, serta seorang Kepala Kantor Urusan 
Internasional dan Kerjasama Universitas Islam Riau, yang bertugas sebagai saksi 
dan sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi 
dengan pihak Chiba University, serta beberapa peserta  yang lolos dan tidak lolos 
dalam  mengikuti hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Chiba University 
tahun 2018.  
 Wawancara yang di laksanakan oleh peneliti bersifat tidak terstruktur, di 
mana wawancara bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dapat 
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diubah pada saat wawancara di sesuaikan dengan kebutuhan peneliti mengenai 
hal-hal yang ingin dan perlu diketahui peneliti guna melengkapi data-data yang di 
butuhkan.  
c) Observasi 
Penelitian  ini melakukan pengamatan langsung ke lapangan sebagai riset 
untuk mendapatkan data-data tentang implementasi kebijakan kerjasama  luar 
negeri oleh pemerintah Kabupaten Siak.  
3.5   Informasi Peneliti 
Informasi peneliti adalah orang di manfaatkan untuk memberikan informasi 
tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moloeng 2000:97). Informan 
merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. 
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Dalam penelitian ini di gunakan teknik purposive sampling. Adapun 
informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
Table 3.1 
Jumlah Key Informan Penelitian  Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (study kasus: Kebijakan Luar Negeri 
Beasiswa di Chiba University).  
No JABATAN NAMA 
1 Kepala Dinas Bidang  Penelitian dan 
pengembangan   Kabupaten Siak. 
H.M. Agung Apandi, S.STP, 
M.Si 
(NIP: 19850802 200412 1 001) 
2 Kepala Sub Bidang (Kasubid) 
Kerjasama Daerah Kabupaten Siak 
Muhammad Faisal Harahap, ST 
(NIP: 19831007 200903 1 007) 
3 Kepala Bidang Pengembangan Sumber 
Daya Aparatur Badan  Kepegawaian 
dan Pengembangan dan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Siak 
Ichwan Zulfitra, SE., M.Si 
(NIP: 19691225 200501 1 008) 
 
4 Kepala Sub Bidang Diklat Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak 
Jon Kenedi, S.A.P 
(NIP: 19851119 200604 1 001) 
5 Kepala Kantor Urusan Internasional dan Dr. Husnul Kausarian, M.Sc 
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 Kerjasama Universitas Islam Riau 
 
(NIDN: 1014028602)  
6 
 
 
Peserta yang lolos seleksi penerimaan 
mahasiswa baru universitas Chiba 
Jepang tahun 2018 
 
Ulva Elviani, S.Kom 
 
 
7 
7
. 
Peserta yang lolos seleksi penerimaan 
mahasiswa baru universitas Chiba 
Jepang tahun 2018 
 
Ns. Rhomadona Adiaka Dwi 
Putra, S.Kep 
8. Peserta yang lolos seleksi penerimaan 
mahasiswa baru universitas Chiba 
Jepang tahun 2018 
 
Karimansyah Putra, ST 
9 Peserta yang lolos seleksi penerimaan 
mahasiswa baru universitas Chiba 
Jepang tahun 2018 
 
Jehan Alkausar, ST 
10 Peserta yang  tidak lolos seleksi 
penerimaan mahasiswa baru universitas 
Chiba Jepang tahun 2018 
 
Muhammad Yasin, S.Pd 
11 Peserta yang tidak lolos seleksi 
penerimaan mahasiswa baru universitas 
Chiba Jepang tahun 2018 
 
Annisa Auliya, S.Pd 
12 Peserta yang tidak lolos seleksi 
penerimaan mahasiswa baru universitas 
Chiba Jepang tahun 2018 
 
Yultika Amelia Efendi, S.Kom 
13 Peserta yang tidak lolos seleksi 
penerimaan mahasiswa baru universitas 
Chiba Jepang tahun 2018 
 
Santi Pradila Sandi, M.Pd 
14 Peserta yang tidak lolos seleksi 
penerimaan mahasiswa baru universitas 
Chiba Jepang tahun 2018 
 
Nevvi Wibella, S.T.P 
Total Keseluruhan 14 orang  
Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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3.6   Metode Analisa Data 
Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga 
dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. (Bogdan dalam 
Sugiyono 2013:224).  
Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
yaitu mengumpulkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta yang. Metode kualitatif ini dimaksudkan agar memperoleh  gambaran 
keadaan dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 
penelitian.  
Dalam menganalisis data penulis menggunakan 4 langkah yaitu pertama, 
pengumpulan data, dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 
akan penulis lakukan dengan cara datang langsung kelokasi tempat penelitian. 
Kemudian, kedua, reduksi data yaitu proses seleksi dari data yang diperoleh di 
lokasi. Selanjutnya, ketiga penyajian data yaitu sekumpulan yang tersusun yang 
memungkinkan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. Penyajian data 
diperoleh dari keterkaitan kegiatan dan tabel. Dan langkah terakhir yaitu 
penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data yan telah penulis lakukan 
sebelumnya maka ditarik kesimpulan denga cara menganalisa dari data-data yang 
ada sehingga dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti (Miles dan 
Huberman dalam Ali:2005). 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak 
4.1.1 Peta Kabupaten Siak 
 
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Siak 
Kabupaten Siak merupakan bekas kerajaan Siak yang berdiri pada tahun 
1723, Kabupeten Siak terbentuk melalui UU Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 12 
Oktober 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Sultan Siak 
pertama merupakan  keturunan Raja Johor Sultan Mahmud Syah II. Kerajaan Siak 
selama berdirinya, diperintah oleh 12 orang sultan.  
4.2 Visi dan Misi 
Visi dan misi jangka panjang dua puluh tahun kedepan Kabupaten Siak 
telah disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Siak Tahun 2005-2025. Visi dan Misi jangka panjang hanya dapat 
dicapai secara bertahap melalui beberapa ‘’Visi dan Misi antara’’, yakni Visi dan 
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Misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan 
Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan 
ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada periode tersebut, 
dalam rangka mencapai visi dan misi jangkan panjang Kabupaten Siak. Visi dan 
misi jangka panjang ino dirumuskan berdasarkan informasi teknis, yang diperoleh 
dan analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi 
umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang.  
4.2.1  Visi Kabupaten Siak 
Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Daerah, 
maka visi pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 adalah:’’ Pusat 
Budaya Melayu di Riau yang didukung oleh agribisnis, agroindustri dan 
pariwisata yang maju dalam lingkungan masyarakat yang agamis da sejahtera 
pada tahun 2025’’ Untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut pemerintah 
tertinggi Kabupaten Siak telah menetapkan visi jangka panjang 2006-2011, yaitu: 
‘’Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan terbentuknya 
landasan yang kuat menuju Kabupaten Siak sebagai pusat budaya melayu di Riau 
yang didukung agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju’’.  
Visi jangka menengah diatas merupakan visi periode lima tahun pertama, 
2006-2011, dan periode pembangunan jangka panjang dua puluh lima tahunan 
Kabupaten Siak. Visi, mencerminkan bahwa titik berat pembangunan lima tahun 
pertama Kabupaten Siak adalah pemerataan kesejahteraan dan peningkatan 
tumpuan ekonomi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan 
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mengutamakan agroindustri sebagai lokomotif ekonomi. Hasil-hasil 
pembangunan empat periode lima tahunan berikutnya. 
Visi jangka menengah lima tahunan Kabupaten Siak, dilandasi oleh 
analisis kondisi umum daerah yang terjadi pada lima tahun terakhir dan rediksi 
kondisi umum Kabupaten Siak lima tahun kedepan sebagai berikut: 
1. Adanya tekanan yang mulai meningkat terhadap terhadap Kondisi 
Geomorfologi dan lingkungan hidup Kabupaten Siak saat ini, akibat 
pertumbuhan penduduk dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya 
lahan, sumber daya air dan sumber daya lainnya. Diprediksikan dimasa 
depan tekanan terhadap lingkungan hidup akan semakin berat, sejalan 
dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Siak. Untuk itu 
diharapkan misi-misi yang dicanangkan dapat mengatasi atau setidaknya 
mengurangi dampak negatif kecenderungan masa depan tersebut. 
2. Adanya berbagai permasalahan Demografi Kabupaten Siak saat ini, 
terutama permasalahan tidak meratanya kepadatan penduduk, tidak 
meratanya kesejahteraan rakyat, jumlah angkatan kerja, dan jumlah pencari 
kerja yang meningkat terus dari tahun ke tahun. Prediksi kondisi demografi 
dimasa mendatang mengindikasikan adanya peningkatan intensitas terhada 
permasalahan-permasalahan demografis tersebut. Dalam hal ini, diharapkan 
misi-misi yang  dicanangkan dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi 
dampak negatif kecenderungan masa depan tersebut. 
3. Nilai-nilai dan norma-norma budaya Melayu melekat pada Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Siak, karena itu pengembangannya hendaknya sejalan 
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dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan budaya 
Melayu dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan sumber daya 
manusia, yakni sejak usia dini kepada anak-anak di Kabupaten Siak, melalui 
muatan lokal dalam kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan dasar 
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 
4. Adanya kondisi ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Siak saat ini, 
yang mengerucut pada struktur ekonomi tertentu, yaitu struktur ekonomi 
yang bertumpu pada sektor Primer yang didominasi oleh lapangan usaha 
pertambangan. Diperlukan perubahan struktur ekonomi yang lebih 
menjamin kesinambungan kesejahteraan, yaitu struktur yang tidak terlalu 
tergantung pada sektor pertambangan. Sementara itu, lapangan usaha 
pertanian di Siak termasuk maju dibandingkan rata-rata Propinsi Riau. 
Namun kemajuannya tertekan, karena pertumbuhan dibawah rata-rata 
Propinsi Riau. Peningkatan produktivitas pertanian merupakan salah satu 
hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan pertanian di Kabupaten Siak, 
sehingga setidaknya setara atau lebih besar dan pada rata-rata pertumbuhan 
Propinsi Riau. 
5. Adanya sumbangan PDRB yang dominan dan Sektor Primer, terutama 
lapangan usaha pertambangan. Namun persentase jumlah penduduk 
Kabupaten Siak yang terlibat di lapangan usaha pertambangan sangat 
sedikit. Hal ini antara lain disebabkan teknologi produksi pada lapangan 
usaha pertambangan hanyammembutuhkan sedikit tenaga kerja. PDRB yang 
besar dan jumlah tenaga kerja yang sedikit, mencerminkan kemakmuran 
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bagi tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha ini. Sementara itu di 
lapangan usaha pertanian, kontribusi PDRB yang lebih kecil dihasilkan oleh 
tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ml menyebabkan ketimpangan 
kesejahteraan diantara masyarakat Siak. Dimasa depan, lapangan usaha 
pertambangan tidak akan bertambah, sehingga diperlukan dorongan ke arah 
sektor sekunder, terutama industri pengolahan yang berbasis agroindustri 
untuk penyerapan tenaga kerja, agar tercapai pemerataan kesejahteraan yang 
lebih baik. 
6. Adanya peningkatan pada persentase jumlah penduduk yang bekerja di 
Sektor Tersier, walaupun kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih relatif 
kecil. Kontribusi PDRB yang kecil dengan jumlah pekerja yang banyak, 
mengindikasikan bahwa nilai tambah yang dihasilkan masing-masing 
pekerja sangat kecil Perlu ada upaya peningkatan kualitas dan produktivitas 
Sumber Daya Manusia di sektor ini agar nilai tambah yang dihasilkan 
masing- masing pekerja menjadi besar. Sehingga total kontribusi nilai 
tambahnya terhadap PDRB menjadi besar. 
7.  Adanya kondisi sarana dan prasarana Kabupaten Siak yang saat ini cukup 
baik dalam segi kualitas, walaupun masih kurang dalam segi rasio kuantitas 
per penduduk, terutama rasio rumah sakit umum per penduduk. Di masa 
depan diprediksikan rasio jumlah sarana dan prasarana per penduduk di 
Kabupaten Siak akan semakin kecil akibat tidak sebandingnya pertumbuhan 
jumlah penduduk dengan pertumbuhan jumlah sarana dan prasarana. 
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8. Adanya kondisi Pemerintahan Kabupaten Siak yang saat ini  semakin 
dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam segi kualitas pelayanan, 
keandalan pelayanan, cepat tanggap dalam pelayanan, keyakinan pelayanan, 
bagi rasa dan perhatian dalam pelayanan. Diprediksikan dimasa depan 
tuntutan terhadap kinerja pemerintahan akan semakin tinggi. 
4.2.2   MISI KABUPATEN SIAK 
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Siak Tahun 2005-2025, maka misi jangka panjang Kabupaten Siak adalah sebagai 
berikut: 
1. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Riau 
adalah menjadikan Adat-istiadat Melayu sebagai nilai dasar dan alat 
pemersatu warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta menjunjung 
tinggi norma-norma hukum. 
2. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak dengan sektor agrobisnis, agroindustri 
dan pariwisata yang maju adalah mendorong  pembangunan sektor-sektor 
tersebut untuk yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung 
oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan. 
3. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak yang agamis dan sejahtera adalah 
mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, 
mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, yang menjamin 
penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdi pada 
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kepentingan masyarakat luas. Untuk melaksanakan Misi jangka panjang 
tersebut Pemerintah tertinggi Kabupaten Siak telah menetapkan Misi jangka 
menengah untuk lima tahun ke depan (2006 - 2011), yaitu: 
a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana daerah yang 
mendukung peningkatan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dan 
pembangunan daerah yang berkelanjutan. 
b. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia professional 
yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berjiwa 
kewirausahaan dengan dIandasi keimanan, ketaqwaan, dan hal-hal Budaya 
Melayu. 
c. memberdayakan masyarakat, sumber daya alam dan  seluruh kekuatan 
ekonomi daerah untuk memperkuat landasan struktur perekonomian 
berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis, agroindustri dan 
pariwisata.  
 
4.3  Sejarah Singkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia  
Berdasarkan peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang 
kedudukan, susunan organisasi, dan tugas fungsi serta tata cara kerja Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Kabupaten Siak. 
Sesuai dengan BAB II pasal 2 ayat (1) mengatakan Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur panjang urusan 
pemerintahan daerah dibidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.  
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Bab II pasal 2 ayat (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.  Adapun Tugas 
pokok BKPSDM Kabupaten  Siak adalah melaksanakan urusan dan pelayanan 
dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk 
membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah.  
4.3.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya       
Manusia (BKPSDM) Kabupaten Siak 
Visi merupakan suatu yang di dambakan untuk dimiliki atau diperoleh 
dimasa yang akan datang (what do they want to have) sedangkan misi adalah apa 
yang di dambakan untuk menjadi yang diinginkan dimasa depan (that thay want 
to be).   Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, suatu organisasi mutlak 
perlu merumuskan misi yang akan diemban karena misi itulah yang berperan 
sebagai pemandu tindakan efektif dimasa depan.  
Misi adalah maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi 
memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakannya dengan organisasi lain 
yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis (Sondang, 2005:43-44). Visi 
BKPSDM Kab Siak adalah menjadi penyelenggara manajemen kepegawaian yang 
profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 
serta pelayanan publik yang prima. Sedangkan misi bkpsdm kabupaten siak 
adalah:  terselenggaranya manajemen kepegawaian yang profesional.  
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4.3.2 Uraian Tugas Dan Wewenang Bkpsdm Kabupaten Siak 
Tugas dan wewenang sangatlah diperlukan dimana tugas dan wewenang 
tugas dibuat agar seseorang karyawan/i dapat bekerja sesuai dengan tugas fungsi 
dan rincian tugas masing-masing bagi karyawan bagi namanya yang telah 
digabungkan ke dalam struktur organisasi tersebut harus dapat mempertanggung 
jawabkan kerjanya masing-masing kepada atasannya.  
Adapun tugas dan wewenang tugas dari masing-masing anggota organisasi 
adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Badan 
Kepala badan  kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia 
mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan dibidang kepegawaian dan 
pengembangan sumber daya manusia untuk membantu bupati melaksanakan 
fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kepala 
badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam 
menajalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan 
pelatihan; 
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendiidkan dan 
pelatihan; 
c. Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 
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d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah 
daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
2. Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi, melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang pengawasan 
dan pembinaan penyelenggaraan administrasi umum perkantoran, penyusunan 
program dan penyelenggaraan administrasi keuangan serta mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas dan fungsi; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rancangan kebijakan badan; 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTB; 
c. Penyusun program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, 
pemantauan dan evaluasi kegiatan badan; 
d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian administrasi 
umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan 
kelembagaan.  
e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan 
masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan. 
f. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja; 
g. Pengoordinasian penyusunan standar operasi prosedur (SOP)  kegiatan 
badan; 
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h. Penyusunan profil badan; 
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan badan; dan  
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
3. Kepala sub bagian perencanaan dan umum mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana operasional program kerja sub bagian perencanaan dan 
umum;  
b. Melaksanakan kegiatan surat menyurat; 
c. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi; 
d. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi; 
e. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategi (Renstra); 
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; 
g. Melaksanakan penyusunan bahan laporan ak untabilitas kinerja instansi 
pemerintah (LAKIP); 
h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA; 
i. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan 
kegiatan; 
j. Mengevaluasi hasil program kerja; 
k. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan 
dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan  Melaksanakan tugas 
lain yang diberikan oleh pimpinan baik secaratertulis maupun lisan sesuai 
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dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas.  
4. Kepala subbagian keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas; 
Menyusun rencana operasional program kerja subbagian keuangan dan dan 
kepegawaian; 
a. Mengendalikan rencana tahunan; 
b. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; 
c. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan; 
d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian 
data statistik serta informasi; 
e. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; 
f. Menyiapkan proses administrasi terkait denga penatausahaan keuangan 
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
g. Menyiapkan pembukuan setiap transkip keuangan pada buku kas umum; 
h. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; 
j. Mengajukan spp untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas 
persetujuan pengguna anggaran (kepala organisasi perangkat daerah) yang 
ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati; 
k. Memeriksa pembayaran gaji skpp pegawai yang mutasi; 
l. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan 
sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggraan; 
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m. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat 
pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta 
lampirannya dan laporan bulanan; 
a) Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir  laporan realisasi 
fisik dan keuangan (RFK); 
b)  Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan 
dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan  
c) Mengelolaa rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik 
negara; 
d) Mengelola administrasi aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
e) Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan  
LP2P/LHKPN/LHKASN 
f) Mengelola administrasi kepegawaian pembinaan jabatan fungsional dan 
evaluasi kinerja aparatur sipil negara, dan  
g)  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan 
fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  
6.  Bidang Administrasi Kepegawaian 
Kepala bidang administrasi kepegawaian mempunyai tugas pokok, yakni: 
melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang administrasi 
kepegawaian agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang 
meliputi pelaksanaan urusan dan pelayanan administrasi kepangkatan, mutasi 
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jabatan, pengadaan, data dan informasi kepegawaian serta koordinasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi; 
dalam menyelenggarakan tugas ssebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala 
bidang administrasi kepegawaian mempunyai tugas: 
1. Perumusan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan administrasi 
kepangkatan, mutasi jabatan, pengadaan, data dan informasi kepegawaian; 
2. Pengawasan pelakasanaan tugas dibidang administrasi kepegawaian; 
3. Pembinaan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan 
fungsi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; 
4. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang; 
5. Penyiapan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugass kepada pimpinan; dan 
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  
7. Kepala sub bidang kepangkatan mempunyai tugas: 
Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang 
kepangkatan; 
a. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kepangkatan 
aparatur sipil negara; 
b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 
c. Mengunpulkan bahan laporan pelaksanaan program kerja/kegiatan; 
d. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan  
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e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam 
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.  
8. Kepala sub bidang mutasi dan jabatan mempunyai tugas: 
Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang 
mutasi dan jabatan; 
a. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi mutasi pegawai; 
b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi jabatan pegawai. 
c. Melaksanakan koordinasi penlaksanaan tugas dan fungsi ; 
d. Mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan; 
e. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan 
f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, baik secara tertulisa 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam 
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
9. Kepala sub bidang informasi dan pengadaan mempunyai tugas: 
a. Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang 
informasi dan pengadaan; 
b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi data dan informasi 
kepegawaian; 
c. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan dokumentasi data arsip 
kepegawaian; 
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d. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kebutuhan, formasi 
dan pengadaan pegawai; 
e. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kartu identitas 
pegawai dan kelengkapannya; 
f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 
g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan; 
h. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan  
i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangannya, tugas dan fungsinya dalam 
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.  
8.  Bidang pengembangan sumber daya aparatur 
Kepala bidang pengembangan sumber daya aparatur mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan sumber 
daya aparatur agar berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah 
ditetapkan meliputi pelaksanaan urusan dan pelayanan pengembangan karir 
pegawai serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), 
kepala bidang pengembangan sumber daya aparatur mempunyai tugas meliputi: 
a. Perumusan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan pengembangan karir, 
pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan fungsional 
dan teknis secara pendidikan formal pegawai; 
b. Pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan sumber aparatur; 
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c. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan 
fungsi dalam upayan meningkatkan produktivitas kerja; 
d. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang’ 
e. Penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  
9.  Kepala sub bidang pengembangan karir mempunyai tugas: 
Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang 
pengembangan karir; 
a. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administasi pengembangan karir 
pegawai; 
b. Melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan potensi pegawai, perencanaan 
pengembangan karir pegawai; 
c. Melaksanakan kegiatan assesment pegawai; 
d. Melaksanakan kegiatan atau memfasilitasi pegawai, mengikuti diklat teknis, 
bimbingan teknis, lokakarya, training, pertemuan dan rapat koordinasi 
pegawai; 
e. Melaksanakan koordinasi pelaksnaan tugas dan fungsi; 
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
program/kegiatan; dan 
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g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.  
10. Kepala sub bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas: 
a. Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang pendidikan 
dan pelatihan; 
b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pendidikan dan 
pelatihan aparatur sipil negara; 
c. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan 
prajabatan, struktural dan fungsional aparatur sipil negara; 
d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan; dan  
f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenagan, tugas dan fungsinya dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.  
11.  Kepala sub bidang pengembangan pendidikan formal mempunyai : 
a. Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang 
pengembangan pendidikan formal; 
b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pendidikan formal 
pegawai; 
c. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pendidikan ikatan 
dinas pegawai; 
d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 
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e. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan; 
f. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan 
g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.  
12.  Bidang pembinaan dan pengawasan aparatur 
Kepala bidang pembinaan dan pengawasan aparatur mempunyai tugas pokok  
melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan 
pengawasan aparatur agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 
yang meliputi penyelenggaraan urusan dan pelayanan administrasi pembinaan 
pegawai, kesejahteraan pegawai dan kinerja pegawai serta koordinasi pelaksanaan 
tugas dan fungsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepala bidang  pengembangan dan pengawasan  aparatur mempunyai 
fungsi meliputi: 
a. Perumusan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan administrasi 
pembinaan, kesejahteraan dan kinerja pegawai; 
b. Pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pengawasan 
aparatur; 
c. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugsa bawahan sesuai tugas dan 
fungsi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; 
d. Penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; 
e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang; dan 
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f. Pelaksanaan fungsi lain yanag diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  
13.  Kepala sub bidang pembinaan mempunyai tugas: 
a. Menyusun peraturan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang 
pembinaan; 
b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pembinaan pegawai, 
disiplin dan penyelesaian kasus pegawai; 
c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 
d. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan; 
e. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan 
f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.  
14.  Kepala Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas: 
a. Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang 
kesejahteraan; 
b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kesejahteraan 
pegawai; 
c. Menyelenggarakan urusan kenaikan gaji berkala pegawai; 
d. Menyelenggarakan urusab pensiun pegawai; 
e. Menyelenggarakan peningkatan kesegaran jasmani pegawai; 
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f. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pemberian 
penghargaan pegawai; 
g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 
h. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan; 
i. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan 
j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.  
15.  Kepala Sub Bidang Kinerja mempunyai tugas: 
a. Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang 
kinerja; 
b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kinerja pegawai; 
c. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja pegawai; 
d. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan absensi dan cut pegawai; 
e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi; 
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan; 
g. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan 
h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka 
mendukung kelncaran pelaksanaan tugas. 
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4.4     Tujuan dan Sasaran 
Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak adalah 
‘’Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang handal dengan indikator capaian 
tujuan sebagai berikut: 
1. Indeks kepuasan layanan kepegawaian 
Indikator ini diharapkan dapat tercapai dengan targer minimal pertahun 
diatas 65%, guna mendukung tercapainya tujuan, maka ditetapkan sasaran yang 
akan diraih adalah sebagai berikut: ‘’meningkatnya kualitas pelayanan 
administrasi kepegawaian’’ dengan indikator persentase layanan administrasi 
kepegawaian yang tepat waktu sesuai prosedur.  
2. Indeks profesional pegawai aparatur sipil negara 
Indikator ini diharapkan dapat tercapai dengan target minimal pertahun 
diatas 65%, guna mendukung tercapainya tujuan, maka ditetapkan sasaran yang 
akan diraih antara lain sebagai berikut: 
a. Meningkatnya kompetensi pegawai aparatur sipil negara, Indikator : 
persentase pegawai aparatur sipil negara yang telah lulus mengikuti 
pendidikan dan pelatihan sesuai jabatan. 
b. Meningkatnya kinerja pegawai aparatur sipil negara  
c. Meningkatnya disiplin pegawai aparatur sipil negara, Indikator persentase 
tingkat kedisiplinan pegawai aparatur sipil negara.  
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4.5  Strategi dan kebijakan 
Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan badan kepegawaian dan 
pengembangan sumber daya manusia daeraah adalah sebagai berikut: 
1. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan 
administrasi kepegawaian sehingga dapat menyajikan sistem informasi 
kepegawaian yang efektif dan efisien.  
2. Melaksanakan manajemen ASN berdasarkan berdasarkan sistem merit 
berdasarkan penilaian kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan pelatihan 
yang diperlukan dalam rekrutmen, pengangkatan,penempatan dan promosi 
pada jabatan.  
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi 
keterampilan dan kemampuan pegawai ASN 
4. Meningkatkan pengawasan dan memberikan pembinaan pegawai serta 
evaluasi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna 
meningkatakan integritas dan loyalitas pegawai.  
Kebijakan yang diambil adalah: 
a. Mengembangkan sistem informasi pelayanan kepegawaian yang efektif dan 
efisisen sehingga dapat memberikan informasi yang handal dan terpecaya 
b. Melaksanakan manajemen ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penyajian serta analisis yang telah disajikan sebelumnya, maka 
peneiliti dapat memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, hasil 
penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study kasus: Kebijakan Luar Negeri 
Beasiswa di Chiba University), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Kerjasama Luar 
Negeri di bidang Pendidikan dipandang positif dan dinilai sangat baik 
dangat berani, karena merupakan suatu langkah baru dan inovatif dalam 
memajukan daerah nya, terlebih lagi dalam mempersiapkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan globalisasi ini nanti 
kedepannya.  
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sadar akan kekuatan dan potensi yang 
dimiliki daerahnya, selama ini banyak daerah yang belum sadar bahwa 
sebenarnya poisisi dia dalam tatanan pemerintahan itu kuat, dan sudah bisa 
berdiri sendiri, namun banyak diantara mereka yang belum sadar akan hal 
itu, dan hanya bisa bermain aman dalam menjalankan roda pemerintahannya 
saja, padahal kekuatan hukum dan legalitas mereka sudah sangat diakui 
terlebih lagi dalam proses pengambilan kebijakan dan meningkatkan 
kualitas pelayanan publiknya tanpa mengharapkan dana APBN (Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan Belanja 
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Daerah), tetapi lebih memilih inisiatif dengan melibatkan pihak swasta 
untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program 
peningkatan mutu kualitas Sumberdaya manusia Kabupaten Siak melalui 
dana CSR (Corporate Social Responsibility).   
 
6.2 Saran  
Adapun saran-saran yang penulis dapat sampaikan dari hasil penelitian ini 
hasil penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana Kebijakan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study kasus: Kebijakan Luar 
Negeri Beasiswa di Chiba University), maka dapat penulis sampaikan   bahwa: 
1. Sebaiknya pemerintah kabupaten Siak dalam hal ini bidang BKPSDM 
melakukan perekrutan peserta secara terus-menerus, ini bertujuan untuk 
memudahkan menumbuhkan semangat persaingan masyarakat Siak, dan 
mempersiapkan orang-orang yang memiliki semangat dan tekad yang kuat 
untuk dapat  bersaing dengan negara luar.  
2. Pemberian pemahaman tentang pentingnya pembuatan proposal riset yang 
baik dan benar juga merupakan kunci utama yang harus mampu dikuasai 
oleh masyarakat Kabupaten Siak, mengingat pengalaman gagalnya peserta 
yang tidak lulus seleksi disebabkan oleh buruknya hasil proposal riset study 
mereka yang menyebabkan mereka tidak diterima oleh pihak Chiba 
University 
3. Pemerintah harus membuat rincian di surat MoU tentang perbedaan standar 
kualitas sumber daya manusia yang dimiliki antara Siak dan Jepang 
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4. Pemerintah harus mulai mempersiapakan  anggaran khusus baik itu dari 
APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ataupun APBN ( Anggaran  
Pendapatan Belanja Negara) maupun dana CSR ( Corporate Social 
Responsibility) yang lebih baik dan jelas lagi.  
5. Sebaiknya pemerintah Kabuapaten Siak Perlu membuat aturan yang jelas 
tentang kejelasan status peserta yang sudah menempuh pendidikan di 
Jepang baik dengan pihak Pemerintah Kabupaten Siak maupun Chiba 
University, apabila telah menyelesaikan studinya kelak di Jepang, sehingga 
itu semakin menjadi motivasi bagi banyak orang maupun pribadi individu 
yang telah berjuang dan bekerja keras selama proses  mengikuti program 
ini.  
6. Karena Minimnya informasi, sebaiknya pemerintah Kabupaten Siak 
melakukan proses karantina dan pembimbingan lebih mendalam kepada 
peserta yang sudah diterima di Chiba University, ini berguna apabila ada 
hal-hal yang tidak dimengerti oleh peserta yang akan melanjutkan tahap 
seleksi wawancara  di Chiba University dapat melakukan persiapan terlebih 
dahulu karena ada pembekalan yang diberikan lama menjalani proses 
karantina.  
7. Perlu adanya perubahan pada naskah MoU (Memorandum of 
Understanding) yang menjelaskan dengan rinci berapa kali proses 
perekrutan dan penerimaan peserta dilakukan, sehingga semakin banyak 
peserta yang dapat mengikuti  program ini, apalagi untuk masyarakat Siak 
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yang sedang tidak berada di Siak. Dan perlu diadakannya bantuan beasiswa 
lain bagi peserta yang tidak lulus untuk berangkat ke Jepang.  
8. Koordinasi antara pemimpin sebelumnya dengan pemimpin yang saat ini 
menjabat perlu lebih intens dilakukan, mengingat kebijakan ini merupakan 
sebuah langkah besar yang menyangkut tentang peningkatan mutu sumber 
daya manusia Siak, sehingga perlu dilakukan secara berkesinambungan 
9. Pemerintah Kabupaten Siak harus melakukan evaluasi terkait persiapan dan 
seluruh rangkaian program yang berkaitan dengan kebijakan ini, sehingga 
dapat ditemukan solusi yang memang sesuai berdasarkan kajian yang 
mendalam dan profesional. 
10. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Siak bisa melakukan sosialisasi atau 
membuat FGD (Focus  Group Discussion) yang diikuti oleh Pejabat-
pejabat daerah atau elemen masyarakat untuk mensyiarkan dalam  
memaksimalkan potensi daerahnya dan menggunakan dana CSR dalam 
membantu menyukseskan program pemerintah.  
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